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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengantitik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengantitik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengantitik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ix 
 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia terdiri dari vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
TandadanHuruf Nama GabunganHuruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
Contoh:  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
xi 
 
HarakatdanHuruf Nama HurufdanTanda Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> 
a dan garis di 
atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> 
I dan garis di 
atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> 
u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a.  Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
katayang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisahmaka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atulatfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 
لا.Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 
oleh huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
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7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ دحمم ام و Wa ma>Muhaamdunilla>rasu>l 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-hamdulillahirabbilꞌa>lami>na 
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9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkai. 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wainnalla>ha lahuwakhairar-ra>ziqin / 
Wainnalla>ha lahuwakhairur-ra>ziqi>n 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kailawal mi>za>na 
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ABSTRAK 
LIA ISNANI ANGGRIANA, NIM: 152131082, 
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KECELAKAAN 
LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN 
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan No. 
10/Pid.Sus/2015/Pn.Byl)”. Permasalahan yang diangkat sebagai fokus 
penelitian adalah pertanggungjawaban pidana yang terlalu ringan dalam 
perkara Nomor: 10/Pid.sus/2015/Pn. Boyolali terhadap tindak pidana 
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian menurut hukutm pidana 
Islam. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui alasan Hakim dalam 
memutuskan perkara No. 10/Pid.sus/2015/Pn. Byl yang terlalu ringan dan 
untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan No. 
10/Pid.Sus/2015/PN.Byl tentang pidana kecelakaan lalu lintas yang 
mengakibatkan kematian. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian 
dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan menelaah Salinan 
putusan Pengadilan Negeri Boyolali perkara Nomor: 10/Pid.Sus/2015/Pn.Byl. 
sumber data dari penelitian ini data sekunder, bahan hukum primer yaitu data 
Salinan putusan No. 10/Pid.sus/2015/Pn.Byl, bahan hukum sekunder  yaitu 
data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, 
jurnal, internet. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum primer dan 
sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. 
Kesimpulan yang dapat diambil adalah pertanggungjawaban pidana 
dalam perkara No. 10/Pid.sus/2010/Pn. Byl tentang kecelakaan lalu lintas 
yang menyebabkan kematian adalah terdakwa dapat memenuhi 
pertanggungjawaban pidana. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim yaitu 
berdasarkan Pasal 310 ayat 4 Undang-undang lalu lintas dan Angkutan Jalan 
No. 22 Tahun 2009. Ringannya vonis hukuman yang diberikan kepada 
terdakwa karena Hakim memiliki kekebebasan untuk memeberikan hukuman.  
Hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan yuridis dan non yuridis tetapi 
juga ada pertimbangan hakim tersendiri dan unsur dari perbuatan ini karena 
kelalaian bukan kehendak dari si pelaku. 
Sedangkan dalam hukum pidana Islam dalam perkara No. 
10/Pid.sus/Pn.Byl tentang kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian 
tersebut sesuai dengan jari>mah tidak sengaja dengan hukuman jari>mah 
pembunuhan karena kesalahan. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa 
adalah diyat mukhafafah. Hukuman bisa diberikan berupa materi untuk 
mengganti kerugian dan bentuk tanggungjawab pelaku. 
 
Kata Kunci :Pertanggungjawaban pidana, Hukum Pidana Islam, 
Kecelakaan Lalu Lintas 
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ABSTRACT 
Lia Isnani Anggriana, NIM: 152131082, “CRIMINAL LIABILITY IN 
TRAFFIC ACCIDENTS WHICH RESULT IN THE DEATH OF THE 
PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW (STUDY OF DECISION : 
No. 10/Pid.Sus/2015/Pn.Byl)”. The issues raised as the focus of research are 
criminal responsibility wich is too light in case number: 10/Pid.Sus/2015/Pn.Byl 
about criminal acts in traffic accidents that result in death according to Islamic 
criminal law.  
The purpose of this research is to find out the reason of the judge in 
deciding case number: 10/Pid.Sus/2015/Pn.Byl which is too light and to find out 
the views of islamic criminal law towards decision number 
10/Pid.Sus/2015/Pn.Byl/2015 about criminal acts traffic accidents that result in 
death.  
 The type of research is library research, namely research materials by 
collecting research materials by reviewing the copy of the Boyolali  District Court 
verdict Number : 10/Pid.Sus/2015/Pn.Byl. source of data from this study are 
secondary data, the primary law material is of copy of decision No. 
10/Pid.Sus/2015/ Pn.Byl. secondary legal material is data obtainedor derived from 
library materials such as books, journals, internet. Tertiary legal material are 
materials that give instructtions and explanations of primary and secondary legal 
materials, sych as dictionaries and encyclopedias. 
 The conclusion that can be drawn is criminal responsibility in case No. 
10/Pid.sus/2015/Pn.Byl about Traffic Acidents that result in death is the defendant 
can fulfill criminal liability. The sentence imposed by the panel of judges is based 
on law No. 22 of 2009 about Traffic and road transport article 310 paragraph 4. 
The lightness of the sentences given to the defendant because the Judge has the 
freedom to give the sentense. Judges not only consider juridical but also have their 
own considerations and the elemtent of this act because negligence is not the will 
of the perpetrator. 
 Whereas in Islamic criminal law in case No. 10/Pid.sus/2015/Pn.Byl 
abaout traffic accidents resulting in the death in according with accidental jari>mah 
with punishments of murder due to mistakes. The punishment given to the 
defedandt is diyat mukhafafah. This penalty can be given in the form of 
responsibility. 
 Keywords : Criminal liability, Traffic Accidents, Islamic criminal law 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam masa modern ini bidang transportasi sangat berperan dalam 
kehidupan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan diberbagai bidang. 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat alat transportasi 
berkembang sangat pesat, sehingga menyebabkan pertumbuhan kendaraan 
semakin meningkat. Meningkatnya bidang transportasi ini membawa 
dampak positif bagi pemenuhan dan peningkatan kebutuhan manusia dan 
memberikan dampak negatif yaitu kecelakaan lalu lintas yang semakin 
meningkat.
1
 
Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah 
bagi manusia.Semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-
pindah dari satu tempat ketempat yang lainnya, dan semakin banyaknya 
masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka 
hal inilah mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.  
Seperti kcelakaan lalu lintas di Kabupaten Boyolali masih terjadi 
peningkatan. Pada tahun  2014 angka kecelakaan di Boyolali mencapai 
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640 kasus. Sebagian besar kecelakaan yang menyebabkan tewas terjadi 
karena kecelakaan antara sepeda motor vs sepeda motor. 
2
 
Manusia sebagai pengendara kendaraan bermotor terkadang tidak 
mematuhi lalu lintas dan lalai dalam mengendarai kendaraannya, 
akibatnya terjadilah kecelakaan yang berakibat merugikan korban, 
menyebabkan meninggalnya korban, atau mengakibatkan luka – luka 
ringan atau pun berat. Sehingga berakibat bagi pengendara diberi sanksi 
ataupun dituntut untuk mempertanggungjawabkan yang sesuai dengan apa 
yang dilakukan.
3
 
Sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 25 Undang- 
Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
kecelakaan lalu lintas adalah suatu  peristiwa di jalan yang tidak diduga 
dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan 
lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta 
benda.
4
Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna 
jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau 
lingkungan. 
Sanksi pidana bagi pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan 
lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat sampai meninggal dunia 
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karena kelalaiannya, sudah tercantum dalam ketentuan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Iintas dan Angkutan Jalan pasal 310 
yang berbunyi :
5
 
(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan 
kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 
ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan 
dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 
(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban 
luka ringan dan kerusakaan kendaraan dan/atau sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (Satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 
2.000.000,00 (dua juta rupiah) 
(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban 
luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana pada ayat (3) yang mengakibatkan 
orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 
(dua belas juta rupiah). 
Tindak pidana karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang 
lain  juga oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 359 
yaitu :
6
 
Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan 
orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun 
atau pidana kurungan paling lama satu tahun. 
 
Dalam perkara ini hakim mememutuskan dengan menggunakan 
Pasal 310 ayat (4) dan jaksa menuntut dengan dakwaan tunggal 
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menggunakan pasal yang sama. Lebih dari itu hakim menjatuhkan pidana 
penjara selama 9 bulan dengan di kurangi masa selama terdakwa berada di 
dalammasatahanan, yang mana putusan tersebut jauh dari pidana yang 
ditentukan dalam pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan. 
Adapun dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis akan 
melakukan penelitian tentang pertanggung jawaban pidana kecelakaan lalu 
lintas terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 
10/Pid.Sus/2015/PN.Byl. Penulis akan menguraikan kronologi dalam 
kasus tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian pada 
kecelakaan lalu lintas perkara nomor 10/Pid.Sus/ 2015/PN.Byl Bahwa 
pada tanggal 24 Oktober 2014 terdakwa Catur Sigit Ngadianto 
mengendarai mobil karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu 
lintas yang menabrak pengemudi honda yang berjalan lawan arah dengan 
terdakwa. Karena pada saat itu terdakwa melewati jalan yang 
bergelombang dari lawan arah ada mobil avanza berwarna putih sehingga 
terdakwa tidak konsentrasi dan tiba-tiba pandangan gelap lalu mobil yang 
dikendarai terdakwa oleng jauh kekanan melewati jalan marka sehingga 
mengakibatkan kecelakaan, karena dari arah lawan ada honda yang 
dikendarai oleh Ekowati Indah Apriani. Korban terpental jauh sehingga 
5 
 
 
 
mengakibatkan luka-luka yang tidak dapat dikesampingkan dengan 
kematian tersebut.
7
 
Dalam hukum pidana Islam juga membahas tentang bagaimana 
tindak pidana  yang dilakukan dengan kelalaian atau secara tidak sengaja 
atau semi sengaja yang sering dikaitkan dengan tidak pidana pembunuhan/ 
Qatl.
8
 
Perbuatan yang mengakibatkan kematian karena kelalaian 
termasuk jari>mah pembunuhan yang tidak disengaja yang disebut juga 
dengan pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian.
9
 Pembunuhan ini 
adalah pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam 
maksud, dan kelalaian. 
Semakin meningkatnya kendaraan, kecelakaan lalu lintas akhir-
akhir ini semakin banyak. Sebagai contohnya adalah kasus ini, yang 
menarik dari putusan nomor 10/Pid.Sus/2015/Pn.Byl tentang kecelakaan 
lalu lintas adalah perbuatan terdakwa karena kelalaian dan hukuman yang 
diberikan ringan. Sehingga penulisan akan meninjau mengapa 
pertanggungjawaban pengemudi yang mengendarai kendaraannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hukumannya ringan. Selain itu 
permasalahan yang lebih menarik dari putusan ini yaitu penulis akan 
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meninjau dari perspektif hukum pidana Islam seperti apakah norma-norma 
atau kaidah-kaidah yang dijatuhkan dalam hukum pidana Islam. 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas,  penulis 
tertarik mengkaji lebih jauh tentang “ Pertaggungjawaban Pidana Dalam 
Kecelakaan  Lalu Lintas Yang Menggakibatkan Kematian Perspektif 
Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 10/ Pid.Sus/Pn.Byl)”. 
B.  Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, yang menjadi 
Masalah dalam penelitian ini adalah 
1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan 
lalu lintas yang mengakibatkan kematian yang dihukum ringan? 
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan perkara 
No. 10/Pid.Sus/2015/PN.Byl tentang pidana kecelakaan lalu lintas 
yang mengakibatkan kematian? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 
ini yaitu: 
1 Untuk mengetahui alasan-alasan hakim memberikan hukuman ringan 
terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian . 
2 Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan 
No. 10/Pid.Sus/2015/PN.Byl tentang pidana kecelakaan lalu lintas 
yang mengakibatkan kematian. 
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D. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat teoritis 
Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan 
ilmiah di bidang hukum dan menambah wawasan terhadap 
pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas yang 
mengakibatkan kematian, khususnya bagi seluruh mahasiswa, pelajar 
umumnya dan mahasiswa Fakultas Syariah. 
b. Manfaat Praktis 
Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang 
berwenang dalam memberikan sanksi hukum serta dalam upaya 
menyelesaikan permasalahan pertanggungjawaban pidana kecelakaan 
lalu lintas yang mengakibatkan kematian.  
E. Kerangka Teori 
1. Pertanggungjawaban Pidana 
Menurut Van Hammel sebagaimana bukunya dikutip oleh 
Andi Hamzah menyatakan bahwa pertangungjawaban yaitu suatu 
keadaan normal dan kematangan psikis yang memenuhi tiga (3) 
macam kemampuan untuk : 
a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri 
b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau 
dilarang oleh masyarakat 
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c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu 
sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban 
mengandung pengertian kemampuan dan kecakapan.
10
 
Dalam pertanggungjawaban pidana tidak semua perbuatan 
pidana dijatuhi sanksi pidana. Dalam hukum pidana dikenal istilah 
penghapusan pidana. Dibedakan dua jenis alasan penghapus pidana 
yaitu  
a. Alasan pembenar (rechtsvaardigingsgrond) 
Keadaan darurat (Pasal 48 KUHP), Pembelaan 
Terpaksa/noodweer (Pasal 49 ayat 1 KUHP), Menjalankan 
peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), Menjalankan 
perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1). 
b. Alasan Pemaaf (schulduitsluitingsground) 
Tidak mampu bertangungjawab (pasal 44 KUHP), Daya 
paksa/overtmach (pasal 48 KUHP), Pembelaan terpaksa 
melampaui batas (Pasal 49 ayat 2), menjalankan perintah jabatan 
yang tidak sah (Pasal 51 ayat 2). 
Menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh 
dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, 
yaitu:
11
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a. Unsur perbuatan 
b. Unsur orang atau pelaku 
c. Unsur pidana, melihat dari pelaku 
2. Tindak Pidana (Jari>mah) 
Dalam terminologi hukum Islam atau fiqh, istilah jari>mah 
menurut Al-Mawardi adalah: 
ٍرِيِسِعَت ِوَا ٍّدَحِب اَهِنَع ىَلاَعَت ُهّللاَرَجَز ٌةَّيِعِرَش ْتاَرِىُظِحَم 
“segala alarangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang 
dan atau meninggalkan hal-halyang diwajibkan) yang diancam 
dengan atau ta’zir”12 
 
Jari>mah dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis, 
sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umunya, para ulama 
membagi jari>mah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman 
serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur’an atau al-Hadits. Atas 
dasar ini jari>mah dibagi menjadi tiga macam yaitu : 13 
a. Jari>mah h}udu>d 
H}udu>d adalah semua jenis tindak pidana yang telah di 
tetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah dalam Al qur’an dan 
oleh Nabi dalam hadi>ts. Definisi ini, h}ad atau h}udu>d mencakup 
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semua jari>mah, baik h}udu>d itu sendiri, qisa>s maupun di>yat. Sebab 
sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syara’.  14 
Ditinjau dari segi dominasi hak yang terdapat pada 
pensyariatan hukuman, h}udu>d terbagi menjadi dua kategori, yaitu 
h}udu>d yang masuk ke dalam wilayah hak Allah dan hak manusia. 
Ada perbadaan mendasar antara hak Allah dan hak Manusia. Hak 
Allah adalah hak masyarakat luas yang dampaknya dapat dirasakan 
oleh banyak orang sedangkan hak manusia adalah hak yang terkait 
dengan manusia sebagai individu, bukan sebagai warga masyarakat.
15
 
Hudud meliputi tujuh macam tindak pidana yaitu :  Jari>mah Zi>na, 
Jari>mah qaz|af, Jari>mah khamr, Sari>qah, Hira>bah, Riddah, dan baghy. 
b. Jari>mah Qis}a>s-Diyat 
Kejahatan yang termasuk golongan qis}a>s diyat ini dalam 
hukum pidana barat biasa dikenal sebagai tindak pidana terhadap 
tubuh dan jiwa. Dalam hukum pidana Islam, yang termasuk dalam 
jari>mah qis}a>s  diyat adalah pembunuhan dengan sengaja, 
pembunuhan semi sengaja, menyebabkan kematian orang lain karena 
kealpaan atau kesalahan, penganiayaan dengan sengaja, dan 
menyebabkan orang luka karena kealpaan atau kesalahan.
16
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c. Jari>mah ta’zi>r 
Ta’zir diartikan mencegah dan menolak. Karena ia dapat 
mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta’zir 
diartikan mendidik karena ta’zir dimaksudkan untuk mendidik dan 
memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan 
jari>mahnyakemudian meninggalkan dan menghentikan. Jari>mah 
ta’zir adalah suatu jari>mah yang hukumannya diserahkan kepada 
hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk 
menjatuhkan hukuman bagi pelaku jari>mah ta’zir. 17 
3. Kecelakaan Lalu Lintas  
Lalu lintas diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UULAJ ini memuat 
ketentuan-ketentuan  pidana yang tinggi, diantaranya pasal yang 
berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 
adalah ayat (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor 
yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 
ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (dua belas juta 
rupiah). Sedangkan pasal (4 ) dalam hal kecelakaan sebagaimana pada 
ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meniggal dunia, dipidana 
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dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 
Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan kematian 
merupakan tindakan kelalaian. Di dalam undang-undang tidak 
ditentukan apa arti dari kelalaian atau kealpaan. Beberapa pakar 
memberikan pengertian dan/atau syarat culpa sebagai berikut:
18
 
Menurut Simons ada dua syarat dari culpa yaitu: 
a. Tidak adanya kehati-hatian (het gemis van voorzichtigheid); 
b. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin (het gemis 
van de voorzeinbaarheid van het gevlog). 
Van hamel juga menyebut pula dua syarat culpa : 
a. Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan (het gemis van de 
nodgie voorzeinigheid). 
b. Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan (het gemis van 
nodgie voorzichtigheid). 
Perbuatan mengakibatkan kematian sesorang karena 
ketidaksengajaan dalam hukum Islam disebut dengan pembunuhan 
karena kesalahan.  
Pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana telah dijelaskan 
adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sama sekali tidak berniat 
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melakukan pemukulan apalagi pembunhan, tetapi pembunhan 
tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang kehati-hatianya pelaku. 
Dasar hukum Islam hukuman bagi pelaku tindak pidana 
pembunuhan karena kesalahan adalah surat An-Nisa ayat 92 yang 
berbunyi : 
 ًأَطَخ اَّلِإ اّنِمِؤُم َلُتْقَي ْنَأ ٍهِمِؤُمِل َناَك اَمَو  ِۚهَمَو  ٍةَبَقَر ُريِرِحَتَف ًأَطَخ اّنِمِؤُم َلَتَق
 اىُقَّدَّصَي ْنَأ اَّلِإ ِهِلِهَأ ٰىَلِإ ٌةَمَّلَسُم ٌةَيِدَو ٍةَنِمِؤُم  ۚ  
Artinya : dan tidak patut bagi kamu seorang yang beriman 
membunuh seseorang yang beriman (ynag lain), kecuali karena 
tersalah (tidak sengaja), barang siapa yang membunuh seorang 
yang beriman karena kesalahan (hendaklah) dia memerdekakan 
seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan 
yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, kecuali jika 
mereka (keluarga terbunh) membebaskan pemabayaran ........ (Q.S. 
An-Nissa ayat 92)
19
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Penelitian terdahulu merupakan penelusuran peneliti terhadap 
berbagai literatur hasil penelitian sebelumnya yang relevan atau memiliki 
keterkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti. 
Pertama, Skripsi  Muhammad Saad,
20
 “Tindak Pidana Lalu Lintas 
yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan No. 
82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar Jurusan Ilmu Hukum, skripsi ini membahas tentang 
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Muhammad Saad, “Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang 
Lain (Studi Putusan No. 82/Pid.Sus/2016/PN.Byl)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, 
Universitas Islam Negeri Allauddin, Makassar, 2013. 
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pertimbangan hukum formil dalam menjatuhkan putusan  dan 
pertimbangan hukum materiil oleh hakim dalam tindak pidana lalu lintas 
yang mengakibatkan kematian dalam putusan Nomor 82/pid.Sus/2016. 
Perbedaan dengan penelitian penulis bahwa pada skripsi yang ditulis di 
atas adalah menganalisis isi putusan secara hukum positif saja sementara 
dalam penelitian penulis adalah meneliti putusan yang ada di perkara No. 
10/Pid.Sus/2015/PN.Byl yang menganalisis dengan hukum pidana Islam. 
Kedua, Skripsi Andi Asriana,
21
 “Tinjauan Yuridis terhadap 
Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain 
(Studi Kasus Putusan No. 715/Pid.B/2013/PN.Mks)”. Mahasiswa 
Universitas Hasanudin Makassar Jurusan Hukum Pidana. Berdasarkan 
hasil penelitiannya bahwa dalam putusan No. 715/Pid.B/2013/PN.Mks, 
majelis hakim menggunakan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat 4 
Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan dimana unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti 
oleh Majelis Hakim. Perbedaan dengan penelitian penulis teliti adalah 
bahwa penulis menganalisis putusan Pengadilan Negeri Boyolali yang 
terfokus pada penerapan hukum terhadap pelaku pidana kecelakaan lalu 
lintas menurut hukum pidana Islam.  
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 AndiAsriana,“Tinjauan Yuridis terhadap bKelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan 
Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan No. 715/Pid.B/2013/PN.Mks)”, skripsi, tidak 
diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makassar, Makasar 2014. 
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Ketiga, Skripsi Andi Nurul Fadillah, 
22
 “Tinjauan Yuridis Tindak 
Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Luka Berat(Sudi 
Putusan No. 158/Pid.B /2014/PN.Watampone”. Mahasiswa Universitas 
Hasanudin Makasar Jurusan Hukum Pidana. Berdasarkan penelitian 
tersebut penulis meneliti masalah atas perkara putusan No. 
158/Pid.B/2014/PN.Watapone, bahwa pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang didakwa oleh penuntut umum 
dengan dakwaan pasal 310 ayat 3 UU LLAJ,  majelis hakim menjatuhkan 
pidana selama 2 bulan 15 hari. Putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta 
yang timbul dalam persidangan. Perbedaan dengan penelitian penulis teliti 
adalah bahwa penulis menganalisis putusan yang terfokus pada penerapan 
hukum terhadap pelaku pidana kecelakaan lalu lintas menurut hukum 
pidana Islam.  
Keempat, Skripsi Abdul Wahid, 
23
 “Analisis Hukum Islam 
Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kecelakaan yang Mengakibatkan 
Hilangnya Nyawa dalam Pasal 311 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkat Jalan”. Mahasiswa UIN Walisongo Semarang 
Jurusan Jinayah Siyasah. Kesimpulan penelitian ini adalah dalam 
perspektif hukum Islam  sanksi terhadap pelaku kecelakaan dalam pasal 
                                                             
       
22Andi Nurul Fadillah, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang 
Mengakibatkan Luka Berat(Sudi Putusan No. 158/Pid.B /2014/PN.Watampone”, skripsi, tidak 
diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makassar, Makasar 2017. 
       
23Abdul Wahid, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kecelakaan 
yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa dalam Pasal 311 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkat Jalan”, skripsi, tidak diterbitkan, fakultas syariah dan Ekonomi Islam, UIN 
Walisongo Smarang, Semarang 2013. 
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311 UU RI No 22 Tahun 2009, adalah qis}as} jika dimaafkan keluarga 
korban hukuman menjadi diyat, jika diyat tidak terpenuhi maka menjadi 
ta’zir. Hukuman ini disamakan dengan hukuman pembunuhan yang 
disengaja menurut hukum Islam. Sedangkan perbedaan dari penelitian 
yang penulis teliti adalah bahwa putusan Pengadilan Negeri Boyolali 
tentang kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya yang dikenai Pasal 310 
ayat 4 dan hukuman dalam hukum Islam disamakan dengan hukuman 
pembunuhan yang tidak sengaja. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 
menggunakan jenis penelitian kepustakaan
24
. Yaitu, penelitian dengan 
mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan membaca berkas 
perkara putusan Pengadilan Negeri Boyolali dengan dakwaan jaksa 
dan buku-buku yang berhubungan dengan tindak pidana kecelakaan 
lalu lintas yang menyebabkan kematian. 
2. Jenis dan Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sumber data sekunder, diantaranya: 
 
 
 
                                                             
24
M.Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1998), hlm. 111. 
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a. Bahan Hukum Primer 
Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang 
mengikat yang terdiri atas peraturan perundangan-undangan dan 
putusan hakim, yaitu :
25
 
1) Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) 
2) Putusan hakim tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas 
yang mengakibatkan kematian Nomor. 10/Pid.Sus/2015/PN. 
Boyolali 
3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi 
penjelasan terhadap bahan hukum primer, hal ini bisa berupa 
buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, 
jurnal ilmu hukum.
26
 Baik berupa  buku tetang Asas-Asas 
Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam, karya ilmiah yang 
diterbitkan dari google cendekia, materi perpustakaan lainnya. 
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 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum ,(Jakarta: Sinar Grafika,2016), hlm. 23. 
       
26
 Ibid. 
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c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk 
dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 
seperti kamus dan ensiklopedia. 
27
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data dengan metode studi dokumentasi atau 
kepustakaan. Peneliti menggunakan dokumen-dokumen tertulis 
untuk mengumpulkan data yang diperlukan.
28
Studi kepustakaan 
adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi 
penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, 
dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang 
dipecahkan.
29
 Penulis mengambil data yaitu dari hasil studi pustaka 
Putusan hakim Nomor 10/Pid.Sus/2015/PN.Byl tentang pidana 
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. 
4. Teknik Analisis Data 
Metode yang dipakai penulis dalam menganalisis data yaitu 
dengan menggunakan content analisis. Adapun metode yang 
dipergunakan dalam suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan 
jenis data yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan metode 
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 Ibid.. 24 
       
28
 M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, ( Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015), hlm 86. 
       
29
 M.Nazir, Metode Penelitian...,hlm 27. 
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analisis deskriptif kualitatif yaitu penganalisisan data untuk 
menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya 
dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari 
data-data kualitatif yang telah disimpulkan.
30
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan 
pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan 
penjelasan secara garis besarnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini 
adalah sebagai berikut: 
Bab Pertama pendahuluan, bab ini memberikan gambaran secara 
umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas 
dalam penulisan skripsi meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode 
penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab Kedua merupakan serangkaian yang memuat teori – teori 
merupakan tinjauan umum tentang pidana kecelakaan lalu lintas yang 
mengakibatkan kematian yang bersumber dari hukum pidana positif dan 
hukum pidana Islam, yang meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur 
tindak pidana, macam-macam tindak pidana, alasan penghapusan pidana, 
pengertian kecelakaan lalu lintas, dasar hukum dan faktor-faktor 
kecelakaan lalu lintas, pembunuhan. 
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 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm 96. 
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Bab Ketiga, bab ini mengemukakan data penelitian yang meliputi, 
putusan perkara No. 10/pid. Sus/2015/Pn. Byl. 
Bab Keempat, bab ini merupakan analisis terhadap permasalahan 
skripsi, yang mencakup pertanggungjawaban pidan dalam putusan No. 
10/Pid. Sus/ 2015/ Pn. Byl tentang pidana kecelakaan lalu lintas yang 
mengakibatkan kematian dan perspektif hukum pidana Islam terhadap 
putusan No. 10/pid.sus/ 2015/Pn.Byl. 
Bab Kelima merupakan penutup, merupakan bagian terakhir yang 
berisi kesimpulan dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan 
tersebut.  
  
21 
 
BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN 
MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
A. Tinjauan Menurut Hukum Positif 
1. Pertanggungjawaban Pidana 
a. Pengertian Pertanggungjawaban  
Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai bentuk 
pembebanan kepada seseorang akibat perbuatan sesuatu yang 
dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan 
dengan kemauan sendiri dan ia tahu akan sebab-akibat dari berbuat 
atau tidak berbuat. Perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia 
mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.
1
 
Menurut Van Hammel sebagaimana bukunya dikutip oleh 
Andi Hamzah menyatakan bahwa pertangungjawaban yaitu suatu 
keadaan normal dan kematangan psikis yang memenuhi tiga (3) 
macam kemampuan untuk : 
1) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri 
2) Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau 
dilarang oleh masyarakat 
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 Makhrus munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, ( Teras : Yogyakarta, 2009), hlm 83  
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3) Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu 
sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban 
mengandung pengertian kemampuan dan kecakapan.
2
 
b. Kemampuan Bertanggungjawab 
Terkait dengan petangungjawaban secara yuridis yang diatur 
dalam KUHP, terdapat aturan dalam pertangungjawaban pidana 
dalam Pasal 44, bahwa tidak semua orang dikatakan tidak 
mampubertangungjawab ditandai oleh salah satu dari dua hal, yaitu: 
jiwa yang cacat atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Tidak 
mampu bertangungjawab adalah ketidaknormalan „keadaan‟ batin si 
pembuat, karena cacat jiwa atau ganguan penyakit jiwa, sehingga 
padanya tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa apakah patut 
dicela atau tidak karena perbuatannya.
3
 
c. Alasan Penghapus Pidana 
Unsur terakhir didalam pertanggungjawaban adalah tidak 
adanya alasan penghapusan pidana. Alasan-alasan pengahpusan 
pidana adalah alasan-alasan yang membawa akibat bahwa sekalipun 
perbuatan telah memenuhi unsur rumusan ketentuan pidana, tetapi 
tidak dapat dipidana. Para penulis hukum pidana telah 
mengemukakan berbagai bentuk alasan penghapusan pidana dngan 
                                                             
       
2
 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, (Jakatarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 
180. 
        
3
 Chairul Huda, “Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Petanggungjawaban 
Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Pemisahan Tindak Pidana dan 
Pertaggungjawaban Pidana”, (Jakarata: Kencana, 2008), hlm. 97-98. 
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bertitik tolak dari kriteria-kriteria tertentu. Alasan penghapus pidana, 
dapat terjadi karena perbuatannya yang tidak dapat dipidana.
4
 Dalam 
hubungan ini, maka alasan penghapusan pidana , dapat dibedakan 
menjadi:Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf. 
1) Alasan pembenar ini bersifat menghapuskan sifat melawan 
hukum dan perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai 
dilarang. Karena sifat melawan hukum dihapuskan, maka 
perbuatan yang semula melawan hukumnya dihapuskan, maka 
perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat 
dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana.
5
Yang 
termasuk dalam alasan pembenar adalah:Keadaan darurat (pasal 
48 KUHP), Pembelaan terpaksa/Nodweer (Pasal 49 ayat 1 
KUHP), Menjalankan peraturan perundang-undangan (pasal 50 
KUHP), Menjalankan pemerintahan yang sah (Pasal 51 ayat 1) 
2) Alasan pemaaf, alasan ini menyangkut keadaan diri pribadi si 
pembuat tidak dapat dicela atau tidak dapat dipersalahkan atau 
tidak dapat dipertanggungjawabkan, dnegan perkataan lain 
alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidananya si pembuat.
6
 
Yang termasuk alasan pemaaf, adalah: Tidak mampu 
                                                             
       
4
  I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010), hlm 138 
       
5
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, ( Jakarta: Rajawali, 2016), hlm 126 
       
6
 I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana…, hlm 139 
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bertanggungjawab (pasal 44 KUHP), Daya paksa/overmatch 
(Pasal 48 KUHP),Pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 
49 ayat 2), Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 
51 ayat 2). 
2. Kelalain atau Kealpaan 
a. Pengertian Kealpaan atau Kelalaian 
Menurut Doktrin, schuld yang sering diterjemahkan dengan 
“kesalahan” terdiri atas: 
1) Kesengajaan, dan 
2) Kealpaan 
Kedua hal tersebut dibedakan, “kesengajaan” adalah 
dikehendaki, sedangkan “kealpaan” adalah tidak dikehendaki. 
Umumnya para pakar sependapat bahwa kealpaan adalah bentuk 
kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Itulah sebabnya, 
sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana 
yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan.
7
 
Menurut M.V.T.kealpaan atau kelalaian adalah ada keadaan 
sedemikan membahayakan keamanan orang atau barang, atau 
mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian 
besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang 
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 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 25. 
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juga bertindak terhadap kekurangan penghati-hati, sikap sembrono 
(teledor).
8
 
Menurut Hazewinkel Suringa, ilmu Pengethuan hukum dan 
jurisprodensi mengartikan “schuld” (kealpaan), sebagai9 : 
1) Kekurangan penduga-penduga, atau  
2) Kekurangan pengahati-hati. 
Kelalaian ini berarti dapat diartikan sebagai seseorang 
melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut menyebabkan 
akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang , meskipun perbuatan itu dilakukan secara tidak sengaja 
namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak 
menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau 
pelaku tidak dapat berbuat sama sekali. 
b. Bentuk-bentuk Kealpaan atau Kelalaian  
Bentuk-bentuk kealpaan (culpa), dibedakan menjadi:  
1) Kealpaan yang tidak disadari, apabila sipembuat tidak 
membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya 
suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia 
dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu 
akibat tersebut. 
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 I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana…, hlm. 72. 
       
9
 Ibid.. hlm. 73. 
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2) Kealpaan yang disadari, apabila sipembuat dapat 
membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya 
suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Walaupun ia telah 
berusaha untuk melakukan pencegahan agar tidak timbul akibat 
tersebut.
10
 
c. Dasar Hukum Kelalaian dalam KUHP 
Berkaitan dengan masalah ini unsure kelalaian memainkan 
peran penting, masalah-masalah kealpaan pada kitab KUHP telah 
diatur dalam Bab XXI dari buku II yang dimulai dari Pasal 359 
sampai dengan Pasal 361. 
Sanksi pidana bagi pengemudi kendaraannya karena 
kealpaannya menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 359 
KUHPidana, yakni : 
“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya 
orang lain diancam dengan pidana lima tahun atau pidana 
kurungan paling lama satu tahun”. 
R. Soesilo dalam penjelasannya mengatakan bahwa: 
“matinya orang lain disini tidak dimaksud sama sekali oleh 
terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat 
dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa”11 
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 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 210. 
       
11
 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politea, 1988), hlm. 248. 
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3. Tindak Pidana 
a. Pengertian Tindak Pidana 
  Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang sering 
dipergunakan untuk menterjemahkan istilah strafbaarfeit dalam 
bahasa Belanda. Menurut D. Simons tindak pidana (strafbaarfeit) 
adalah kelakuan handling yang diancam dengan pidana yang 
bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan 
yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
12
 
  Menurut Moeljanto, perbuatan pidana adalah perbuatan 
yang mencakup perbuatan pidana saja sebagaimana 
bahwaperbuatan hanya merujuk kepada sifatnya perbuatan saja, 
yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.
13
 
  Dari uraian di atas mdapat disimpulkan bahwa tindak 
pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar 
suatu aturan atau perbuatan yang dilanggar oleh aturan hukum yang 
disertai hukuman/sanksi pidana. 
b. Unsur – unsur Tindak Pidana 
Di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak 
pidana yaitu : 
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 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulia di Indonesia, (Jakarta: PT Rajagrafindo 
Persada, 2013). Hlm 58 
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Ibid.. Hlm. 59 
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1) Unsur objektif  
Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur- unsur yang 
ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan 
keadaan di mana tindakan – tindakan si pelaku itu harus 
dilakukan.
14
Terdiri dari : 
a. Sifat melanggar hukum 
b. Kualitas dari pelaku 
c. Kasualitas, yaitu berhubungan antara suatu tindakan 
sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.  
2) Unsur subjektif 
 Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau 
yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di 
dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
15
 
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 
b. Maksud pada suatu percobaan 
c. Macam – macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan – 
kejahtan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya. 
d. Merencanakan terlebih dahulu 
e. Perasaan takut seprti terdapat dalam Pasal 308 KUHP. 
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 P.A.F. Lamintang dan Francisus Theojunior, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 192. 
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4. Kecelakaan Lalu Lintas 
a. Pengertian  Kecelakaan Lalu Lintas 
Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas 
didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas 
jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah 
prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang 
dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Berlalu 
lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu 
pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.
16
 
Kecelakan lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 
ayat 24 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak 
sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan 
yang lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau harta benda. 
Lalu lintas merupakan pergerakan kendaran dan orang di ruang lalu 
lintas jalan. Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak terjadi 
secara kebetulan melainkan disertai suatu penyebab yang  dapat 
dicari tahu guna melakukan tindakan preventif. Kecelakaan dapat 
menimbulkan dampak ringan sampai berat baik berupa materi 
maupun non materi korban manusia dan kerugian harta benda. 
17
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 Undang- undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009 
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17
 Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa‟diyah, Kajian Terhadap Faktor- Faktor Peyebab 
Kcelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kcelakaan Lalu Lintas, Jurnal 
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b. Faktor-Faktor Kecelakaan Lalu Lintas 
Terjadinya kecelakaan lalu lintas di pengaruhi oleh beberapa 
faktor. Faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab 
terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusia 
sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya. 
Buktinya, banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa 
mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan 
kegunaan dari sabuk pengaman.
18
Macam-macam faktor penyebab 
terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian 
antara lain adalah : 
1) Faktor manusia, merupakan faktor yang paling dominan. 
Karena hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului 
dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran ini bisa terjadi 
karena kesengajaan ataupun ketidakahuan atau pula pura-pura 
tidak tahu tentang arti aturan yang berlaku. Terjadinya 
kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin 
dari seorang pengemudi, dalam hal ini akrena kecelakaan bisa 
terjadi karena pengemudi mengantuk atau sedang sakit, kurang 
kehati-hatian, sedang dibawah pengaruh alkohol sehinga 
menmbulkan kecelakaan lalu lintas.  
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2) Faktor kendaraan, faktor kendaraan ini yang sering 
menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan 
kondisi ban. Rem blong ataupun slip ini akan membuat 
kendaraan lepas kontrol. Sedangkan kondisi ban yang 
membahayakan , bisa mengakibtakan kendaraan oleng dan 
terbalik karena susah dikendalikan. 
3) Faktor jalan, faktor ini berperan penting dalam terjadinya suatu 
kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan 
berlubang,  jalan yang berliku seperti kondisi di daerah 
pegunungan, ala yang gelap karena minimnya penerangan 
jalan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. 
4) Faktor lingkungan, khususnya dalam cuaca gelap pada malam 
hari yang dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi 
sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada msuim kemarau yang 
berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama 
kendaraan roda dua. Diantara faktor-faktor tersebut faktor 
manusia merupakan faktor yang paling menentukan, hal 
tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan 
pengemudi dalam mengemudikan kendaraanya, kecerobohan 
pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu 
lintas yang mengakibatkan kematian.
19
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c. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas 
Di dalam Pasal 229 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menggolongkan macam-macam 
kecelakaan yakni :
20
 
(1) Kecelakaan lalulintas digolongkan atas: 
a. Kecelakaan lalu lintas ringan; 
b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau  
c. Kecelakaan lalu litas berat; 
(2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan 
kerusakan kendaraan dan/atau barang. 
(3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka 
ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. 
(4) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban 
meninggal dunia tau luka berat. 
(5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dmaksud pada ayat (1) 
huruf c dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan,  
ketidaklalaian. 
 
d. Dasar Hukum Kecelakaan Lalu Lintas 
Tindak pidana dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2009 
dikategorikan dalam kejahatan diatur dalam Pasal 273, Pasal 275, 
Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 312. Sedangkan sanksi 
bagi pelaku kelalaian berkendara yang menyebabkan luka-luka 
maupun meninggal dunia diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 
tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310.  
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Pasal 310 UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 berbunyi sebagai 
berikut : 
(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor 
yangkarena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling 
banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 
(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang 
karena kelalaiannya mengaibatkan kecelakaan lalu lintas 
dengan korban luka ringan dan kerusakaan kendaraan dan/atau 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) 
(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam paal 
229 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 
(dua belas juta rupiah) 
(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana pada ayat (3) yang 
mengakibatkan orang lain meniggal dunia, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas ribu rupiah) 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam 
1. Pertanggungjawaban Pidana 
a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 
Pengertian Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam 
adalah pembebanan seseorang akibat perbuatannya atau tidak adanya 
perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia 
mengetahui  maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatan itu.
21
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Pertanggungjawaban pidana di atas ditegakkan atas 3 (tiga) hal, 
yaitu: 
1) Adanya perbuatan yang dilanggar 
2) Dikerjakan dengan kemauan sendiri 
3) Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.22 
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan 
adanya pertanggungjawaban dalam kesalahan,
23
 yaitu: 
1) Adanya perbuatan pidana 
2) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab 
3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan 
atau kealpaan 
4) Tidak adanya alasan pemaaf 
2. Kelalaian atau kekeliruan (al-Khata’) 
Kekeliruan adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak 
pelaku dan tidak ada maksud untuk melawan hukum.
24
 
Terdapat dua macam ketidak sengajaan atau kekeliruan yaitu
25
: 
a. Pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan tetapi jarimah akibat 
perbuatannya itu sama sekali tidak diniatkan, seperti orang 
menembak binatang buruan tetapi mengenai manusia. 
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b. Pelaku tidak sengaja berbuat dan jarimah yang terjadi tidak 
diniatkannya sama sekali seperti orang yang sedang tidur dan 
mengenai orang lain. 
3. Tindak Pidana (Jari>mah) 
a. Pengertian Jari>mah 
Jari>mah berasal dari kata jarama, yajri>mu, jari>matan, yang 
berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus 
dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau perbuatan yang 
dibenci”. Kata jari>mah juga berasal dari kata ajrama yajri>ma yang 
berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, 
keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.26 
Dalam terminologi hukum Islam atau fiqh, istilah 
jari>mahmenurut Al-Mawardi adalah: 
 ىَناَعَت ُهّهناَرَجَز ٌتٍَِّعِرَش ْثاَرِىُظِحَي ِوَا ٍّدَحِب اَهَُِع
ٍرٌِِسِعَت 
“segala larangan syara‟ (melakukan hal-hal yang dilarang dan 
atau meninggalkan hal-halyang diwajibkan) yang diancam dengan 
atau ta’zi>r”27 
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Jari>mah adalah segala larangan yang diancam Allah dengan 
sanksi hukum yang ditentukan. Arti dari “segala larangan” dapat 
berupa perbuatan aktif melakukan tindakan yang dilarang atau 
perbuatan pasif, tidak melakukan tindakan yang diperintahkan. Hal 
ini menunjukan bahwa istilah jinayah secara operasional identik 
dengan istilah jari>mah yang mengandung pengertian tindakan yang 
dilarang dan diancam oleh hukum.
28
 
b. Unsur-unsur Jari>mah 
Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur jarimah adalah : 
1) Unsur Formil (adanya undang-undang atau nash).  
Artinya setiap perbuatan tidak diaggap melawan hukum 
dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas} atau 
undang-undang yang mengaturnya. Dalam syariat Islam lebih 
di kenal dengan istilah ar-ruknu asy-syar‟i. Kaidah yang 
mendukung unsur adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap 
melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan 
kecuali adanya ketentuan nas}.29 
2) Unsur materiil (sifat melawan hukum).  
Artinya adanya tingkah laku seseorag yang memebentuk 
jari>mah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak 
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berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut ar-ruknu 
al-madi>y.30 
Unsur ar-ruknu al-madi>y yaitu adanya perbuatan jari>mah 
yang benar-benar telah dilakukan. Alasan bahwa jari>mah harus 
memenuhi unsur materil ialah Hadits Nabi riwayat Bukhari-
Muslim dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa “Allah 
melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad atas 
sesuatu yang masih terkandung dalam hati selagi ia tidak 
mengatakan dengan lisan atau mengajarkannya dengan nyata.
31
 
3) Unsur moril (pelakunya mukalaf).  
Artinya, pelaku jari>mah adalah orang yang dapat 
dmintai pertanggungjawaban pidana terhadapjari>mah yang 
dilakukannya. Dalam syari‟at Islam unsur moril disebut dengan 
ar-ruknu al-adabiy. 
32
 Jika ia bukan orang gila, anak di bawah 
umur atau sedang berada dibawah ancaman.
33
 
Kedua, unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat 
pada peristiwa pidana (jari>mah) tertentu dan berbeda antara 
unsur khusus pada jenis jari>mah yang satu degan jenis jari>mah 
lainnya. Misalnya pada jari>mah pencurian, harus terpenuhi 
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unsur perbuatan dan benda. Perbuatan itu dilakukan dengan 
cara sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain secara 
sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak 
pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa benda itu 
berupa harta, ada pada tempat penyimpanan dan mencapai satu 
nisab. Unsur  khusus yang ada pada jari>mah pencurian tidak 
sama dengan jari>mah h{ira>bah (penyamunan), pelakunya harus 
mukalaf, membawa senjata, jauh dari keramaian dan 
menggunakan senjata.
34
 
c. Macam-macam Jarimah 
Jari>mah bila dilihat dari berat ringannya hukuman ada tiga 
jenis, yaitu h{udud, qis}a>s}-diyat dan ta’zi >r.  
1) Jari>mah H{udu>d 
Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, h{udu>d adalah sanksi 
yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada 
seseorang yang melanggar yang akibatnya sanksi itu dituntut, 
baik dalam rangka memberikan peringatan kepada pelaku 
maupun memaksanya. 
H{udu>d secara terminologis adalah sanksi yang telah 
ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. Sanksi ini telah 
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ditentukan secara jelas dalam berbagai nas{, baik Al-qur‟an 
maupun hadits.
35
 
Kejahatan h{udu>d adalah kejahatan yang paling serius dan 
berat dalam hukum pidana Islam. ia adalah kejahatan terhadap 
kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan 
h{udu>d tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, 
namun terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak 
Allah. Kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan 
sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman h}ad, yaitu 
hukuman yang ditentukan  sebagai hak Allah. 
36Jari>mah h{udu>d 
ada tujuh macam antara lain sebagai berikut : 
a. Jari>mah zina, dimana bentuk hukumannya ada tiga macam 
yaitu hukuman cambuk/dera/jilid, pengasingan dan rajam. 
b. Jarimah qaz}af (menuduh zina), bentuk hukumannya yaitu 
dikenakan dua hukuman, hukum apokok berupa dera/jilid 
80 kali dan hukuma tambahan berupa tidak diterimanya 
kesaksian selama seumur hidup. 
c. Jari>mah khamr (meminum-minuman keras), bentuk 
hukumannya yaitu di dera dua pelepah kurma 40 kali. 
d. Jari>mah Sari>qah (pencurian), bentuk hukuman yaitu 
dipotong kedua tangannya 
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e. Jarimah h{ira>bah (perampokan), bentuk hukuman yaitu 
hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman 
potong tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan. 
f. Jari>mah riddah (keluar dari Islam),  Bentuk hukumannya 
adalah hukuman mati. 
g. Jari>mah al bagyu (pemberontakan), Bentuk hukumannnya 
adalah hukum bunuh. 
2) Jari>mah qis}as}-diyat 
Qis}as} diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa 
(menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang 
diancam dengan hukuman qis}as} (serupa=semisal) atau hukum 
diyat (ganti rugi dari sipelaku atau ahlinya kepada si korban 
atau walinya. Dalam hukum pidana Islam yang termasuk 
dalam jari>mah qis}as}-diyat ini adalah 1. Pembunuhan sengaja, 
2 pembunuhan semi sengaja, 3. Pembunuhan karena 
kesalahan,  4 penganiayaan sengaja, 5 penganiayaan tidak 
sengaja.
37
 
3) Jari>mah ta’zi>r 
Ta’zi>r secara harfiah berarti menghinakan pelaku 
kriminal karena tindak pidananya yang memalukan. Secara 
etimologis ta’zi >rberarti menolak dan mencegah. Berbeda 
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dengan qis}as}dan h}udu>d, bentuk ta’zi>r tidak disebutkan secara 
tegas di dalam Al-Qur‟an dan hadist. Untuk menentukan jenis 
dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa 
setempat. Tetapi untuk menentukan suatu jenis dan ukuran 
sanksi ta’zi>rharus tetap meperhatikan nas}keagamaan secara 
teliti, baik dan mendalam sebab hal ini menyangkut 
kemaslahatan umum.
38
 
Jari>mah ta’zi >r dibagi kepada tiga bagian, yaitu : 
a. Ta’zi>r karena melakukan perbuatan makziat; 
b. Ta’zi>r karena melakukan perbuatan yang mebahayakan 
kepentingan umum; 
c. Ta’zi>rkarena melakukan pelanggaran (mukhalafah) 
Disamping itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, 
jari>mah ta’zi>r dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu: 
a. Jari>mah ta’zi >r yang menyinggung hak Allah 
b. Jari>mah ta’zi >r yang menyinggung hak perorangan 
(Individu). 
4. Macam-macam Pembunuhan 
Pembunuhan berasal dari kata “bunuh” atau “membunuh” yang 
berarti: (1) mematikan: menghilangkan (menghabisi; mencabut nyawa), 
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(2) menghapus (tulisan), (3) memadamkan (api dan sebagainya), (4) 
menutup (bocor, pancuran dan sebagainya).
39
 
Seseorang yang mengakibatkan kematian/ hilangnya nyawa orang 
lain dalam hukum pidana Islam adalah pembunuhan. Seperti Abdul Qadir 
„Audah mengemukakan : 
 ِمِعِفِب ٍّ ِيَدَأ ٍحِوُر ُقاَهِزِأ ُهََأ ِيَأ ُة اٍََحْنا ِهِب ُلِوُسَت ِداَبَعْنا ٍَ ِي ٌمِعِف َىُه ُمِتَقْنَا
َأ ٍّ ِيَدَأَرَج  
“pembunuhan adalah perbuatan seorang manusia yang menghilangkan 
kehidupan, yakni menghilangkan nyawa seseorang dengan sebab 
perbuatan orang lain”. 
Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seorang 
dan/atau beberapa orang yang mengakbatkan seseorang dan/atau 
beberapa orang meninggal dunia.
40
 Pembunuhan adalah perampasan atau 
penghilangan nyawa orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya 
seluruh fungi vital anggota badan karena berpisahnya roh dengan jasad 
korban. 
41
Jumhur Ulama umumnya membagi tindak pidana pembunhan 
kepada tiga bagian: 
a. Pembunuhan sengaja (‘amd) 
b. Pembunhan menyerupai sengaja (shibhu al-‘amdi) 
c. Pembunhan  tidak sengaja (khat{a) 
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Ketiga klasifikasi pembunhan dimaksud, akan diuraikan sebagai 
berikut. 
a. Pembunuhan Sengaja 
Pembunuhan sengaja (qatlu „amd) adalah perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain 
dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh.
42
 
Menurut Imam Syafi‟idan Imam Ahmad mensyaratkan 
alatnya yaitu alat yang bisa digunakan untuk membunuh, sekalipun 
tidak melukai. Alat yang digunakan untuk membunuh itu ada tiga 
macam yaitu : 
1) Alat yang umumnya dan secara tabiatnya dapat digunakan untuk 
membunuh seperti pedang, tombak, dan sebagainya. 
2) Alat yang kadang-kadang digunakan untuk membunuh, 
sehingga jarang mengakibatkan kematian seperti cambuk, 
tongkat. 
3) Alat yang jarang mengakibatkan kematian pada tabiatnya, 
seperti menggunakan tangan kosong. 
Dari sisi ini jika alat yang digunakan alat dari jenis pertama, 
maka pembunuhan dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja. 
Apabila alat yang digunakan merupakan jenis kedua, maka 
pembunuhan di kategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja. 
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Akhirnya, jika alat yang digunakan berupa alat dari jenis ketiga, 
maka pembunuhannya dapat dikategorikan sebagai pembunhan 
karena kesalahan.
43
 
Pembunuhan sengaja ini tidak cukup dengan kesengajaan 
dalam melakukan perbuatan yang dilarang, melainkan juga 
diperlukan adanya niat membunuh pada diri si pelaku. Apabila niat 
membunuh tidak ada, maka pembunhan tersebut bukan pembunuhan 
sengaja, melainkan pembunuhan yang menyerupai sengaja.
44
 
Unsur-unsur pembunuhan sengaja diantaranya yaitu korban 
adalah orang hidup, perbuatan si pelaku yang mengakibatkan 
kematian korban, ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan 
nyawa korban.
45
 
Sanksi hukum qis}as} yang diberlakukan terhadap pelaku 
pembunuhan sengaja (terencana) adalah qis}as} dan pihak keluarga 
korban tidak memaafkan pelaku. Adapun keluarga korban 
memaafkan pelaku, maka sanksi qis}as} tidak berlaku dan beralih 
menjadi hukuman diyat.
46
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b. Pembunuhan semi sengaja 
Pembunhan semi sengaja (qatlu shibhi „amd) adalah perbuatan 
yang sengaja dilakukan oleh seseorangg kepada orang lain dengan 
tujuan mendidik. Sebagai contoh: seorang guru memukulkan 
penggaris kepada kaki seorang siswa, tiba-tiba muridnya ang dipukul 
itu meninggl dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai 
pembunuhan semi sengaja (shibhul al-amdi). 
47
 
Unsur-unsur pembunuhan semi sengaja diantaranya adanya 
perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya 
kesengajaan dalam melakukan perbuatan, kematian adalah akibat 
perbuatan pelaku.
48
 Pelaku pembunuhan jenis ini dikenakan 
hukuman membayar ganti rugi (diyat) dan dikenakan hukuman 
ta’zi>r.49 
c. Pembunuhan karena Kesalahan 
Pembunuhan tidak disengaja atau qatlu khat{a‟, yaitu kesalahan 
dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian seeorang. 
Walaupun disengaja, perbuatan  tersebut tidak ditujukan kepada 
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korban. Jadi matinya korban tidak diniati.
50
Unsur-unsur dari 
pembunuhan bersalah adalah 
1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan korban 
2) Perbuatan tersebut karena kekeliruan 
3) Antara perbuatan kekeliruan dan kematian terdapat hubungan 
sebab akibat.
51
 
Dalam jenis  pembunuhan karena kesalahan (Al-Qatl al khat{a‟) 
terdapat juga 3 jeni kemungkinan, yaitu :
52
 
1) Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan 
dengan tanpa ada maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi 
mengakibatkan kematian seseorang. Kesalahan seperti ini disebut 
salah dalam perbuatan (error in concrito) 
2) Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat 
membunuh seseorang yang dalam persangkanya boleh dibunuh, 
namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Kesalahan ini 
disebut salah dalam maksud (error in objecto) 
3) Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat 
kelalaiannya dapat menimbulkan kematian. 
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Dasar hukum pembunuhan karena kesalahn terdapat dalam Al-
Qur‟an surat An-Nisa ayat 92 : 
 ًأَطَخ اَّنِإ اُِّيِؤُي َمُتْقٌَ ٌْ َأ ٍ ِيِؤًُ ِن ٌَ اَك اَيَو  ۚ  ٍتَبَقَر ُرٌِرِحَتَف ًأَطَخ اُِّيِؤُي َمَتَق ٍِ َيَو
 اىُقَّدَّصٌَ ٌْ َأ اَّنِإ ِهِهِهَأ ٰىَنِإ ٌتًَ َّهَسُي ٌتٌَِدَو ٍتَُِيِؤُي  ۚ  َىُهَو ِىُكَن ٍّوُدَع ٍوِىَق ٍِ ِي ٌَ اَك ٌْ ِئَف
 ٍتَُِيِؤُي ٍتَبَقَر ُرٌِرِحَتَف ٍْ ِيِؤُي  ۚ َو ِىُكٍََُِب ٍوِىَق ٍِ ِي ٌَ اَك ٌْ ِإَو ٌتًَ َّهَسُي ٌتٌَِدَف ْقاَثٍِي ِىُهٍََُِب
 ٍتَُِيِؤُي ٍتَبَقَر ُرٌِرِحَتَو ِهِهِهَأ ٰىَنِإ  ۚ ٍِ ٌَِرِهَش ُواٍَِصَف ِدِجٌَ ِىَن ٍِ ًَ َف ٍَ ِي ًتَبِىَت ٍِ ٍَِعِباَتَتُي  ِهَّهنا
  ۚ اًٍِكَح اًّ ٍِهَع ُهَّهنا ٌَ اَكَو  
Artinya : Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh 
seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak 
sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena 
tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang 
beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya 
(si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) 
bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada 
perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah 
si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya 
(si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 
Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si 
pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan 
taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Bijaksana.
53
 
Hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja adalah berupa 
diyat mukhaffafah yang dibebankan kepada keluarga pembunuh. 
Diyat ini merupakan hukuman pengganti dari qis}as}. Selain diyat 
juga bisa dengan membayar kafarah yaitu dengan memerdekakan 
budak tanap cacat yang dapat mengurangi kemampuan bekerjanya. 
4. Sanksi Pembunuhan Karena kesalahan 
Pembunuhan tidak sengaja  merupakan perbuatan yang dilakukan 
oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan 
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orang lain meninggal dunia serta menggunakan alat yang secara lazim 
tidak mematikan. Dalam pembunhan karena kesalahan, si pelaku sama 
sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang. artinya 
perbuatanyang dilakukan adalah perbuatan mubah (dibolehkan). Akibat 
yang timbul, semata-mata karena kelalaiannya atau karena kurang hati-
hati. 
54
 
Dalam pembunuhan, terdapat beberapa jenis sanksi, yaitu: 
hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman 
pokok pembunuhan adalah qis}as}. Apabila dimaafkan oleh keluarga 
korban, maka hukuman penggantinya adalah diyat. Jika sanksi qis}as} dan 
diyat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah ta’zi>r. Menurut 
Imam Syafi‟i, ta’zi>r tadi ditambah kafarat. Hukuman tambahan yang 
berkaitan dengan hal ini adalah pencabutan hak waris dan hak wasiat. 
Dari tiga macam pembunuhan yang telah dijelaskan diatas, 
masing-masing mempunyai hukuman atau pertanggungjawaban yang 
berbeda. Dan untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatan 
kematian tergolong dengan pembunuhan secara tidak sengaja. 
Pembunuhan kategori ini terdapat beberapa macam ketentuan hukuman 
yaitu yang dijelaskan dalam firman Allah ayat 92 Surat An-nisa yang 
artinya :  
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 ًأَطَخ اَّنِإ اُِّيِؤُي َمُتْقٌَ ٌْ َأ ٍ ِيِؤًُ ِن ٌَ اَك اَيَوج  ِؤُي ٍتَبَقَر ُرٌِرِحَتَفًأَطَخ اُِّيِؤُي َمَتَق ٍِ َيَو
اىُقَّدَّصٌَ ٌْ َأ اَّنِإ ِهِهِهَأ ٰىَنِإ ٌتًَ َّهَسُي ٌتٌَِدَو ٍتَُِيج  
“dan tidak patut bagi kamu seorang yang beriman membunuh seseorang 
yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), 
barang siapa yang membunuh seorang yang beriman karena kesalahan 
(hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman 
serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarga yang 
terbunuh, kecuali jika mereka (keluarga terbunh) membebaskan 
pemabayaran ........ (Q.S. An-Nissa ayat 92).
55
 
Jadi hukuman pembunuhan karena kesalahan adalah hukuam 
pokok dan pengganti. Hukuman pokok adalah membayar diyat dan 
kafarah. Dan penggantinya adalah ta’zi>r. Disamping hukuman pokok 
dan pengganti tersebut, untuk tindak pidana pebunuhan karena tidak 
sengaja, juga ada hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak waris dan 
wasiat.  
a. Kewajiban membayar diyat 
Kewajiban bagi pembunhan tidak sengaja adalah diyat 
mukhaffafah dan kafarah. Adapun pengertian diyat adalah harta yang 
diwajibkan atas kejahtan terhadap jiwa atau yang semakna 
dengannya. 
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Hukuman diyat mukhaffafah, yaitu diyat yang  diperingan. 
Keringanan tersebut dapat dilihat dalam tiga aspek berikut.
56
 
1) Kewajiban pembayaran dibebankan kepada aqi>lah 
2) Pembayaran diangsur selama tiga tahun 
3) Komposisi diyat dibagi menjadi lima kelompok 
a. 20 ekor unta bintu makhdah (unta usia 1-2 tahun) 
b. 20 ekor unta ibnu makhdah (unta jantan umur 1-2 thun) 
menurut Hanafiayah dan Hanabilah, atau 20 ekor unta bintu 
labun (unta jantan umur 2-3 tahun, menurut Malikiyah dan 
Syafi‟iyah. 
c. 20 eko unta bintu labun ( unta betina umur 2-3 tahun) 
d. 20 ekor unta hiqqah (unta umur 3-4 tahun) 
e. 20 ekor unta jadza‟ah (umur 4-5 tahun) 
b. Membayar Kafarah 
Hukuman kafarah untuk pembunuhan karena kesalahan 
merupakan hukuman pokok. Kafarah yaitu membebaskan hamba 
asasas mukmin, namun apabila tidak ada maka pengantinya dalah 
berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Allah Ta‟ala berfirman 
diayat yang sama yang artinya : 
ِللها ٍَ ِِّي ًتَب ِىَت ٍِ ٍَِعِب اَتَتُي ٍِ ٌِ َرِهَش ُو اٍَِصَف ِدِجٌَ ِىَّن ٍِ ًَ َفىهق  
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“maka barangsiapa yang idak memperolehnya, (hendaklah ia) 
berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada 
Allah “ Qs. An-Nisa ayat 92. 
Di samping sebagai hukuman, kafarah juga merupakan 
ibadah. Oleh karena itu, hukuman ini dibebankan sepenuhnya 
kepada harta pelaku dan tidak boleh dibantu orang lain. 
57
 
c. Hukuman Penganti 
Hukuman pengganti pembunuhan ini adalah puas dua bulan 
secara berturut-turut, sebagai pengganti memerdekakan hamba apbila 
hamba tidak diperoleh. Sedangkan hukuman ta’zi>r  sebagai 
pengganti diyat apabila dimaafkan dalam pembunuhan karena 
kesalahan ini tidak ada, dan ini disepakati oleh para ulama. 
58
 
d. Hukuman tambahan  
Hukuman tambahan pembunuhan karena kesalahan adalah 
pengahpusan hak waris dan wasiat. Menurut jumhur Ulama, 
pembunuhan karena kesalahan tetap dikenakan hukuman tambahan 
karena pembunuhan ini bersifat melawan hukum. Dengan demikian 
walaupun terjadi kesalahan, pengahpusan hak waris dan wasiat tetap 
sebagai hukuman tambahan pelaku. Akan tetapi imam malik 
berpendapat pembunuhan kerana kesalahan tidak menyebabkan 
                                                             
       
57
Ibid.. hlm. 177 
       
58
Ibid.. hlm. 178 
 
52 
 
 
kehilangannya hak waris dan wasiat, karena pelaku sama sekali tidak 
berniat melakukan perbuatan yang dilarang,yaitu pembunuhan.
59
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BAB III 
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOYOLALI NOMOR 
10/Pid.Sus/2015/PN.Byl TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS YANG 
MENGAKIBATKAN KEMATIAN 
A. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Kecelakaan 
Lalu Lintas Yang Mengeakibatkan Kematian Perkara Nomor 
10/Pid.Sus/2015/Pn.Byl. 
1. Deskripsi Perkara  
Di sini penulis akan menguraikan kronologi dalam kasus 
kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, pada perkara No. 
10/Pid.Sus/2015/ Pn.Byl dengan terdakwa bernama Catur Sigit Ngadianto. 
Bahwa awanlya pada hari Jum’at tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 
09.00 terdakwa bernama Catur Sigit Ngadianto bermaksud pergi berwisata 
ke Jogjakarta bersama Darawati, kemudian terdakwa meminjam mobil 
retal jenis KBM Daihatsu Xenia Nopol : K 94555 HF warna putih milik 
saksi Suroso, selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah Grobogan 
dengan menegemudi mobil tersebut ke arah Jogjakarta melewati jalan 
umum Andong-Simo berjalan dari arah utara ke selatan kemudian sampai 
di jalan umum Andong Simo tepatnya di Dk Jaten RT 05 RW 03 Ds. 
Mojosongo Kec. Andong Kab. Boyolali dengan kondisi jalan 
bergelombang dari arah berlawanan ada KBM Avanza warna putih 
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melintas dan setelah itu terdakwa merasakan pandangannya gelap dan 
hilang konsentrasi serta terdakwa tidak memperhatikan arus lalu lintas dari 
arah berlawanan ada KBM Avanza berwarna putih melintas dan setelah 
itu mobil yang dikendarai oleh terdakwa oleng jauh ke kanan melewati 
batas marka tengah jalan kemudian kecelakaan lalu lintas tidak dapat 
dihindari karena dari lawan arah ada sepeda motor Honda Nopol AD 2042 
KW yang dikendarai oleh sdr Ekowati Indah Aprianita sehingga body 
depan mobil yang dikendarai terdakwa membentur bagian depan seoeda 
motor korban yang berakibat korban jatuh ke jalan dengan letak titik 
benturan di Tempat Kejadian berada di jalur dari arah Simo-Andong 
sedang KBM Xenia berada di jalur parit sebelah barat bagian depan 
mengahadap kearah timur agak serong utara.
1
 
Sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian depan ringsek, skok 
depan bengkok, slebor depan pecah, KBM Daihatsu Xenia mengalami 
kerusakan pada bagian depan ringsek, kaca depan pecah, bodi kanan kiri 
penyok. Selanjutnya saudara Ekowati Indah Apriati di bawa ke rumah 
sakit dan akibat kecelakaan tersebut korban mengalamai keluar darah dari 
lubang hidung, luka lecet, dan memar di pinggul kiri dengan kesimpulan 
luka-luka tidak dapat dikesampingkan sehubungan dnegan kematian 
korban sebagaimana dengan visum et repertum Nomor : 30/V.RSUI 
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YAKSSI/XI/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arnawi Amin, 
dokter di Rumah Sakit Umum Islam Yakssi Gemolong pada hari jumat 
tanggal 24 Oktober 2014. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana lalu 
lintas yang dilakukn di hadapan terdakwa Catur Sigit Ngadiyanto yang 
dibacakan pada persidangan di hadapan Hakim Pengadilan Negeri 
Boyolali yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:Bahwa ia 
terdakwa Catur Sigit Ngadianto bin Rasidi pada hari Jumat tanggal 24 
Oktober 2014 sekitar jam 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada 
suatuwaktu dalam bulan oktober 2014 atau setidak-tidaknya disutau 
tempat di jalan umum Andong-Simo tepatnya di Dk. Jaten RT. 05 RW. 03 
Ds. Mojo Kec. AndongKab. Boyolali atau setidak-tidaknya disuatu tempat 
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Boyolali, mengemudikankendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain 
meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
2
 
Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar 
pukul09.00 WIB terdakwa bermaksud untuk pergi berwisata ke 
Jogjakartabersama teman terdakwa saksi Darwati, kemudian terdakwa 
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meminjam mobil rental jenis KBM Daihatsu Xenia Nopol : K-9455-HF 
warna putih miliksaksi Suroso bin Jaimin, selanjutnya terdakwa berangkat 
dari rumah terdakwa di Grobogan dengan mengemudikan KBM Daihatsu 
Xenia Nopol: K-9455-HF dari Grobogan kearah Jogjakarta melewati jalan 
umum Andong-Simo berjalan dari arah utara ke selatan. 
Bahwa saat sampai dijalan umum Andong-Simo tepatnya di Dk. Jaten 
RT. 05 RW. 03 Ds. Mojo Kec. Andong Kab. Boyolali dengan kondisi 
jalan bergelombang dari arah berlawanan ada KBM Avanza warna putih 
melintas dan setelah itu terdakwa merasakan pandangan matanya gelap 
dan hilang konsentrasi serta terdakwa tidak memperhatikan arus lalu lintas 
dari arah berlawanan sehingga KBM Daihatsu Xenia Nopol: K-9455-HF 
yang dikendarai terdakwa oleng jauh ke kanan melewati batas marka 
tengah jalan kemudian kecelakaaan lalu lintas tidak dapat dihindari karena 
dari lawan arah ada sepeda motor Honda Nopol: AD-2042-KW yang 
dikendarai oleh Sdri. Ekowati Indah Aprilanita (korban) sehingga body 
depan/bemper depan KBM Daihatsu Xenia Nopol: K-9455-HF 
membentur bagian depan sepeda motor Honda Nopol: AD-2042-KW yang 
berakibat pengendara sepeda motor jatuh ke jalan dengan letak titik 
benturan di Tempat Kejadian (TKP) berada di jalur jalan dari arah Simo-
Andong sedang KBM DaihatsuXenia berada di parit sebelah barat bagian 
depan menghadap kearah timur agar serong utara, sepeda motor 
mengalami kerusakan pada bagian depan ringsek, skok depan bengkok, 
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slebor depan pecah, Kbm Daihatsu Xenia mengalami kerusakan pada 
bagian depan ringsek, kaca depan pecah, bodi kiri penyok, kap atas 
penyok. 
Bahwa selanjutnya Sdri. Ekowati Indah Aprilanita dibawa ke rumah 
sakit dan akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Sdri. 
Ekowati Indah Aprilianita mengalami keluar darah dari lubang telinga, 
mulut dan hidung, luka lecet dan memar di pinggul kiri dan dengan 
kesimpulan luka-luka tersebut diatas akibat trauma yang hebat, luka-luka 
tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan kematian korban 
sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 30/V.RSUI YAKSSI/XI/2014 
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Arwani Amin, dokter pada 
Rumah Sakit Umum Islam “YAKSSI” Gemolong pada hari Jumat tanggal 
24 Oktober 2014 Jam 12.50 WIB. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009  tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan.
3
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3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 
10/Pid.Sus/2015/Pn.Byl 
Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di peroleh 
fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
a. Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 24 Oktober 2014, sekira jam 12.00 
WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum Andong-Simo 
tepatnya di Dukuh Jaten Rt.05/03, Desa Mojo, Kecamatan Andong, 
Kabupaten Boyolali. 
b. Bahwa terdakwa berangkat dari rumah kira-kira jam 11.00 WIB 
dengan mengendarai mobil Daihatsu No. Pol K-9455-HF. 
c. Bahwa sesampai di jalan Andong-Simo tepatnya di Dukuh Jaten 
Rt.05/03, Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali 
terdakwa dari arah utara ke selatan jalan menurun dan bergelombang, 
sehingga mobil oleng ke kanan dan menabrak sepeda motor  Honda 
Nopol AD-2042-KW yang dikedarai oleh Ekowati Aprilianita dari 
arahyang berlawanan hingga terpental jatuh ke parit di sebelah barat 
jalan. 
d. Bahwa Ekowati Indah Aprilianita di bawa ke rumah Sakit YAKSSI 
dilakukan pemeriksaan oleh dr. M. Arwani Amin dr. Rumah Sakit 
Umum Islam YAKSSI Gemolong dengan hasil pemeriksaan keluar 
darah dan telinga, mulut dan hidung, luka lecet dan memar  di 
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pinggul kiri dengan kesimpulan luka-luka tersebut tidak dapat 
dikesampingkan dengan sehubungan dengan kematian korban.
4
 
Kesimpulan : 
Korban bernama Ekowati Indah Aprilianita dengan identitas jelas 
dan dikenal. Korban meninggal karena kecelakaan lalu lintas yang 
diakibatkan oleh Catur Sigit Ngadianto. Korban mengeluarkan darah dari 
telinga, mulut dan hidung, luka lecet dan memar di pinggul kiri dengan 
kesimpulan luka tersebut tidak dapat dikesampingkan dengan hubungan 
kematian korban. 
Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah perbuatan 
terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum. 
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan didakwakan Pasal 
310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
5
 
1. Setiap Orang 
Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah 
setiap orang adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana, 
unsur ini dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan terhadap 
orang atau subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana 
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sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengenai 
benar tidaknya perbuatan yang didakwakan akan dipertimbangkan 
dalam unsur-unsur selanjutnya.  
Menimbang bahwa sebagaimana surat dakawaan Penuntut 
Umum terdakwa dalam perkara ini adalah Catur Sigit Ngadianto Bin 
Rasidi. 
Menimbang bahwa terdakwa di persidangan mengaku bernama 
Catur Sigit Ngadianto Bin Rasidi, dengan identitas yang pada 
pokoknya sama dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum, 
maka benar bahwa terdakwa tersebut yang dimaksud Catur Sigit 
Ngadianto Bin Rasidi dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan 
demikian unsur ini telah terpenuhi.
6
 
2. Karena kelalaiannya mngakibatkan kecelakaan lalu lintas 
Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah bagian 
dari kesalahan yaitu culpa (kealpaan) yaitu ketidak sengajaan yang 
disebabkan sembrono, kurang kehati-hati, kurangnya perhitungan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan: 
- Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 24 Oktober 2014, sekira jam 
12.00 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Andong-Simo 
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tepatnya di Dukuh  Jaten RT.05/03, Desa Mojo, Kecamatan 
Andong, Kabupatn Boyolali. 
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah kira-kira jam 11.00 WIB 
dengan mengendarai mobil Daihatsu No. Pol K-9455-HP. 
- Bahwa sesampai di jalan umum Andong-Simo tepatnya di 
Dukuh Jaten RT.05/03, Desa Mojo, Kecamatan Andong, 
Kabupaten Boyolali terdakwa dari arah utara ke selatan menurun 
dan bergelombang, sehingga mobil oleng ke kanan dan 
menabrak sepeda motor HoNDA Nopol. AD 2042 KW yang 
dikendarai oleh Ekowati Indah Aprilianita dari arah berlawanan 
hingga terpental jauh ke parit  di sebelah barat jalan. 
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terdakwa 
mengendarai mobil menuju Yogyakarta, sesampai di jalan umum 
Andong-Simo tepatnya di Dukuh Jaten RT05/03, Desa Mojo, Kec. 
Andong, Kabupaten Boyolali terdakwa dari arah utara ke selatan 
jalan menurun dan bergelombang sehingga mobil oleng ke kanan, 
dikarenakan terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang 
dikendarainya, dengan demikian terdakwa dalam mengendarai mobil 
tersebut secara tidak hati-hati.
7
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Menimbang bahwa karena ketidakhati-hatian terdakwa 
berakibat mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda 
motor honda Nopol. AD 2042 KW yang dikendarai oleh Ekowati 
Indah Aprilianita dari arah yang berlawanan hingga terpental jatuh 
ke parit di sebelah barat jalan, sehingga karena kelalaiannya 
terdakwa telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dengan 
demikina unsur ini terpenuhi. 
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia 
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan meninggal dunia 
adalah matinya seseorang, atau hilangnya nyawa seseorang. 
Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan: 
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian 
Ekowati Indah Aprilianita dibawa ke Rumah Sakit YAKSSI 
dilakukan pemeriksaan oleh dr. M. Arwai Amin dr. Rumah Sakit 
Umum Islam YAKSSI Gemolong dengan hasil pemeriksaan 
keluar darah dari telinga, mulut dan hidung, luka lecet dan 
memar di pinggul kiri dnegan kesimulan luka-luka tersebut 
akibat trauma yang hebat, luka tersebut tidak dapat 
dikesampingkan sehubungan dengan kematian korban. 
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Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas jelas 
kecelakan lalu lintas mengakibatkan kematian Ekowati Indah 
Aprilianita. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi. 
Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut 
Umum tersebut telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.8 
Menimbang, bahwa di depan persidangan tidak ditemukan 
alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum, baik 
alasan pembenar dan pemaaf maka terdakwa haruslah dijatuhi 
hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
9
 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis 
Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan 
maupun yang meringankan yang ada pada terdakwa : 
1. Hal-hal yang memberatkan 
Perbuatan terdakwa yang mengakibatkan meninggalnya korban 
2. Hal-hal yang meringankan 
Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya 
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Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi 
perbuatannya 
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan 
penangkapan dan penahanan maka lamanya masa penangkapan dan 
penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya 
dari pidana yang dijatuhkan. 
Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan 
kepada terdakwa lebih lama masa penangkapan dan penahanan yang 
telah dijalani, dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka 
terdakwa haruslah untuk tetap berada dalam tahanan.
10
 
Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 
- 1 (satu ) unit KBM Daihatsu No. Pol K-9455-HF Noka: 
MHKV1BA1JDK033308 Nosin: MC83986. 
- 1 (satu) lembarSTNK KBM Daihatsu Nopol. K-9455-HF an. 
SUROSO alamat Dk. Klengki RT 02 RW 06 Ds Taruman Kec. 
Klambu Kab. Grobogan. Oleh karena milik saksi SUROSO Bin 
JAMIIN maka dikembalikan kepada saksi SUROSO Bin JAMIIN. 
- 1 (satu) lembar SIM B1 an. CATUR SIGIT NGADIANTO, oleh 
karena milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa. 
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- 1 (satu) unit SPM Honda Supra Nopol AD2042KW Noka: 
MH1JB91E3050934. 
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra Nopol. AD2042KW an 
SRIYANTI alamat Duwet RT 18/08 Kel. Andong Kec. Andong 
Kab. Boyolali. 
- 1 (satu) lembar SIM C an. Ekowati Indah Aprilianita, oleh karena 
milik Ekowati Indah Aprilianita, maka dikembalikan kepada ahli 
warisnya saksi Thorikul Anam Bin Ashuri. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan 
bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 
ayat (1)  huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka harus pula 
dibebani untuk membayar biaya perkara. 
Mengingat pasal 310 Ayat 4 Undang-UndangNomor 22 tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 
48 tahun2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan peraturan 
perundang-undnagan yang berhubungan dengan perkara ini. 
11
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3. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 
10/Pid.Sus/2015/Pn.Byl 
PUTUSAN 
Nomor: 10/Pid.Sus/2015/PN.Byl 
Terdakwa ditahan oleh: 
1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2014 S/D 8 Desember 2014 
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggak 19 Desember 2014 s/d 17 
Januari 2015 
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d 3 Februari 2015 
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggak 21 Januari 2015 s/d 19 Februari 
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2015 
s/d 20 April 2015 
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum 
Pengadilan Negeri Tersebut : 
Telah membaca: 
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali tentang penunjukan Majelis 
Hakim 
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang 
- Berkas perkara yag bersangkuan beserta seluruh lampirannya.  
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Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan 
Telah melihat dan memeriksa surat bukti dan barang bukti yang diajukan di 
persidangan  
Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokonya 
1. Menyatakan terdakwa CATUR SIGIT NGADIANTO Bin RASIDI 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya 
mengemudikan kendaraan bermotor megakibatkan kecelakaan lalu lintas 
dengan korban mneinggal dunia sebagaimana yang diatur dan diancam 
dengan Pasal 310 ayat 4 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas 
dan angkutan jalan. 
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa CATUR SIGIT NGADIANTO Bin 
RASIDI dengan pidana penjara selama 1 tahun 1 bulan dikurangi selama 
terdakwa ditahan. 
3. Barang bukti berupa : 
- 1 (satu) unit KBM Daihatsu No. Pol K9455HF Noka: 
MHKV1BA1JK033308 Nosin:MC83986 dan 1 (satu) lembar STNK 
KBM Daihatsu Nopol. K9455HF, STNK an. SUROSO alamat Dk. 
Klengki RT.02 RW 06 Ds. Taruman Kec. KALMBU Kab. Grobogan 
Type F65RV-GMRFJ (4X2) M/T tahun pembuatan 2013, isi silinder 
1298 CC, warna putih berlaku smapai dengan tanggal 08-01-2019 
dikembalikan kepada saksi SUROSO Bin YAMIIN 
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- 1 (Satu) lembar SIM B1 an. CATUR SIGIT NGADIANTO Nosin: 
92014350294 dikembalikan terdakwa 
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra Nopol AD2042 KW Noka: 
MH1JB91E3050934, 1 (satu) lembar STNK an. SRIYANTI alamat: 
Duwet RT.18/08 Kel. Andong Kab. Boyolali type NF125TR, tahun 
pembuatan  2012, isi silinder 125 CC, warna hiyam berlaku notis s/d 
16-07-2015 dan SIM C an. EKOWATI INDAH APRILIANITA, 
Nosin: 960414440286 berlaku s/d 24-04-2019 dikembalikan kepada 
orang tua korban THORIKHUL ANAM 
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua 
ribu rupiah) 
Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada 
pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman 
seringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya dan 
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari, Terdakwa 
merupakan tulang punggung keluarga 
Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelan 
Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya demikian 
pula terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya. 
12
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MNEGADILI 
1. Menyatakan terdakwa CATUR SIGIT NGADIANTO Bin RASIDI 
telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah  melakukan tindak 
pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan 
bermotor megakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban 
mneinggal dunia” 
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa CATUR SIGIT NGADIANTO 
Bin RASIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 
(sembilan) bulan.  
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) unit KBM Daihatsu No. Pol K9455HF Noka: 
MHKV1BA1JK033308 Nosin:MC83986 
- 1 (satu) lembar STNK KBM Daihatsu Nopol. K9455HF, STNK 
an. SUROSO alamat Dk. Klengki RT.02 RW 06 Ds. Taruman 
Kec. KALMBU Kab. Grobogan  
dikembalikan kepada saksi SUROSO Bin YAMIIN 
- 1 (Satu) lembar SIM B1 an. CATUR SIGIT NGADIANTO 
dikembalikan kepada terdakwa 
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- 1 (satu) unit SPM Honda Supra Nopol AD2042 KW Noka: 
MH1JB91E3050934, 1 (satu) lembar STNK an. SRIYANTI 
alamat: Duwet RT.18/08 Kel. Andong Kab. Boyolali  
- 1 (Satu) lembar SIM C an. EKOWATI INDAH 
APRILIANITA dikembalikan kepada orang tua korban 
THORIKHUL ANAM Bin ASHURI 
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- 
(dua ribu rupiah) 
Demkianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Boyolli, pada hari Senin tanggal 16 Februari 
2015 oleh kami, MOCHAMAD ARIFIN, SH. M.HUM. Selaku Ketua 
Majelis, CATUR BAYU SULISTYO, SH. Dan EVI INSIYATI, 
SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan amana 
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari 
Selasa taggal 24 Februari 2015 itu juga oleh Hakim Ketua Majelis 
dengan didampingi oleh UTAMININGSIH, SH. Panitera Pengganti 
pada Pengadilan Negeri Boyolali, dihadiri oleh INAYATUL 
KHOIRIYAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 
Boyolali dan terdakwa.
13
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BAB IV 
ANALISI DAN PEMBAHASAN 
A. Analisis terhadap Pertanggungjawaban Pidana yang Ringan dalam 
Perkara No. 10/Pid.sus/2015/Pn.Byl 
Kecelakan lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 
24 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja 
melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang lain yang 
mengakibatkan korban manusia dan atau harta benda. Lalu lintas 
merupakan pergerakan kendaran dan orang di ruang lalu lintas jalan. 
Kecelakaan dapat menimbulkan dampak ringan sampai berat baik berupa 
materi maupun non materi korban manusia dan kerugian harta benda. 
1
 
Pertanggungjawaban kecelakaan lalu lintas diatur juga diatur 
dalam KUHP. Di dalam KUHP pertanggungjawaban pidana dilihat 
dengan suatu perbuatan yang diatur di dalam undang-undang yang telah di 
dasarkan dalam asas-asas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban 
pidana yaitu berupa asas legalitas dan asas kesalahan. Sebelum UU No. 22 
Tahun 2009 disahkan perkara kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 
359 KUHP. Hal ini sesuai dengan asas hokum pidana yaitu asas lex 
specialis derograt generalis.  
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Kecelakaan lalu lintas terjadi karena faktor yang bekerja sama 
menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Macam-macam faktor 
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain adalah 
faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan. 
Diantara faktor-faktor yang disebutkan tersebut faktor manusia yang 
paling sering menjadi sebab kecelakaan lalu lintas.  
Berdasarkan perkara No. 10/Pid.sus/2015/Pn.Byl tentang 
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian bahwa faktor 
pendorong kecelakan lalu lintas tersebut adalah faktor manusia. Faktor 
tersebut didasarkan pada terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai 
kendarannya. 
Dalam kasus dengan nomor perkara 10/pid.sus/2015/Pn.Byl yang 
karena kelalaiannya dari Catur Sigit Ngadianto sebagai pengemudi mobil 
jenis KBM Daihatsu Xenia Nopol: K-9455-HF yang berjalan dari 
Grobogan ke arah Jogjakarta melewati jalan umum Andong-Simo berjalan 
dari arah utara ke selatan kemudian saat berjalan dari arah utara ke selatan 
kemudian sampai di jalan umum Andong Simo tepatnya di Dk Jaten RT 
05 RW 03 Ds. Mojosongo Kec. Andong Kab. Boyolali dengan kondisi 
jalan bergelombang dari arah berlawanan ada KBM Avanza warna putih 
melintas dan setelah itu terdakwa merasakan pandangannya gelap dan 
hilang konsentrasi serta terdakwa tidak memperhatikan arus lalu lintas dari 
arah berlawanan ada KBM Avanza berwarna putih melintas dan setelah itu 
mobil yang dikendarai oleh terdakwa oleng jauh ke kanan melewati batas 
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marka tengah jalan kemudian kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindari 
karena dari lawan arah ada sepeda motor Honda Nopol AD 2042 KW yang 
dikendarai oleh sdr Ekowati Indah Aprianita sehingga body depan mobil 
yang dikendarai terdakwa membentur bagian depan sepeda motor korban 
yang berakibat korban jatuh. Akibat daeri kejadian tersebut korban 
meninggal dunia karena mengalami luka yang cukup parah.  
Karena peristiwa tersebut, Hakim menjatuhkan vonis yang 
berpedoman pada pasal 310 ayat (4) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. Ketentuan dalam Pasal tersebut diancam dengan pidana penjara 6 
tahun dan/atau denda 12.000.000,00 dan putusan yang ditetapkan pada 
terdakwa adalah 9 bulan penjara saja. Menurut sistem pemidanaan vonis 
hukuman yang diberikan kepada terdakwa dirasa kurang adil karena 
hukuman yang diberikan terbilang ringan.  
Karena dalam sistem pemidanaan diatur menegani jumlah atau 
lamanya ancaman pidana dan juga diatur masalah peringanan  dan 
pemberatan hukuman yang akan dijadikan bahan pertimbangan hakim 
sebelum memutuskan perkara. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dalam Pasal 53 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut : 
(2) Maksimum pidana pokok terhadap terhadap suatu tindak 
pidana atau kejahatan, dapat dikurangi sepertiga
2
 
 
Namun yang perlu dimengerti bahwa, hakim mempunyai 
kebebasan dalam memutuskan perkara. Karena Hakim itu bebas dalam 
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memberikan putusan atau mengadili sesuai dengan hati 
nuraninya/keyakinannnya tanpa dipegaruhi oleh siapapun. Tetapi 
kebebasan dalam hal ini bukan hanya kehendak hakim semata atau 
sewenang-wenangnya tetapi kebebasan yang diberikan hakim dalam 
memutuskan perkara adalah untuk menegakan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila UUD 1945 sehingga putusannya mencerminkan 
rasa keadilan rakyat Indonesia.
3
 
Kemudian untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana 
terhadap pelaku yang dihadapkan dimuka persidangan Hakim harus 
mempunyai pengetahuan atau ilmu bukan hanya secara hukum formil, 
melainkan juga hukum materiil agar tidak salah dalam menentukan mana 
perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan. 
 Bahwa hakim dalam pengambilan putusan berdasarkan pada alat 
bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim 
memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-
benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan hal tersebut diatur dalam 
Pasal 183 KUHP.  
Hal yang perlu diperhatikan untuk dapat dipidananya sipelaku, 
disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya meemenuhi unsur –
unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Seseorang yang 
melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur pidana belum tentu 
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melakukan perbuatan pidana, karena masih memerlukan unsur kesalahan 
yang merupakan pertanggungjawaban perbuatan tersebut. Pada umumnya 
dikemukakan bahwa kesalahan terdiri atas tiga unsure yaitu: 
4
 
1. Kemampuan bertanggungjawab. 
2. Adanya sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan 
perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan 
3. Tidak adanya alasan pemaaf atau hapusnya pertanggungjawaban 
pidana. 
Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu syarat untuk 
pertanggungjawaban pidana. Karena tidak semua orang dikatakan 
mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Seseorang yang dikatakan 
mampu bertanggunjawab adalah jika jiwanya sehat. Orang dikatakan 
tidak mampu bertangungjawab ditandai oleh salah satu dari dua hal, 
yaitu: jiwa yang cacat atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Tidak 
mampu bertangungjawab adalah ketidaknormalan ‘keadaan’ batin si 
pembuat, karena cacat jiwa atau ganguan penyakit jiwa, sehingga 
padanya tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa apakah patut dicela 
atau tidak karena perbuatannya.
5
 
Pertanggungjawaban pidana juga terkait dengan alasan 
pengahapusan pidana. Alasan-alasan pengahapusan pidana adalah 
                                                             
       
4
 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo, 2012), Hlm. 116. 
       
5
Chairul, Huda , “Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Petanggungjawaban 
Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Pemisahan Tindak Pidana dan 
Pertaggungjawaban Pidana”, (Jakarata: Kencana, 2008), hlm. 97-98. 
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alasan-alasan yang membawa akibat bahwa sekalipun perbuatan telah 
memenuhi unsur rumusan ketentuan pidana, tetapi tidak dapat dipidana. 
Dasar pengahpusan pidana atau alasan-alasan yang menghilangkan sifat 
tinak pidana ini termasuk dalam buku 1 KUHP , yaitu dasar pembenaran: 
bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan Pasal 50 KUHP, perintah jabatan 51 ayat 
1 KUHP.  
Dalam hal ini perkara Nomor 10/Pid.Sus/2015/Pn.Byl terdakwa 
dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena terdakwa masuk 
dalam kategori orang yang mampu bertanggungjawab dan terdakwa 
melakukan kesalahan dalam mengendarai kendaraannya yaitu melakukan 
kelalaian. Pengambilan putusan ini berdasarkan pada sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah, lalu memepertimbangkan tetang 
pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan 
fakta-fakta yang ada dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat 
mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya kondisi 
terdakwa sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. 
Selain itu dalam perkara ini,  Hakim tidak menemukan alasan 
pembenaran atau alasan pemaaf sebagai alasan pengahapusan pidana 
terhadap perbuatan yang dilakukan.  
Untuk memutuskan vonis suatu  perkara, hakim juga tidak hanya 
mempertimbangkan pertimbangan yuridis ataupun non yuridis tetapi juga 
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terdapat hal yang memberatkan dan meringankan dalam hal penjatuhan 
pidana yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa. 
6
 Dalam perkara 
putusan hakim dalam memutuskan hukuman dalam No. 
10/pid.sus/2015/Pn.Byl tentang kecelakaan lalau lintas hakim juga 
mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang 
meringankan yang ada pada terdakwa:
7
 
A. Hal yang memberatkan pidana yaitu  
a. perbuatan terdakwa yang mengakibatkan meninggalnya korban. 
B. Hal-hal yang meringankan 
a. terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. 
b. terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi 
perbuatannya 
Memang jika dilihat dari beberapa kasus tentang kecelakaan lalu 
lintas  yang disidangkan, putusan atau vonis yang diberikan kepada pelaku 
kecelakaan lalu lintas terbilang sangat ringan dari hukuman yang 
ditetapkan pada pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. Namun pada kenyataannya hukuman atau 
vonis yang diberikan oleh hakim memiliki pertimbangan sendiri sesuai 
dengan system pemidanaanya. Selain itu masalah peringanan dan 
                                                             
       
6
 Firman Floranta Adnora, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai 
Amanat konstitusi, Jurnal Konstitusi, vol 12, No. 2, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 
2015), hlm. 222 
       7Salinan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 10/Pid.sus/2015/pn.byl, hlm. 13. 
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pemberatan hukuman juga termasuk kedalam pertimbangan Hakim 
sebelum menjatuhkan vonis. 
Dalam hal ini hakim juga memperhatikan unsure atas perbuatan 
terdakwa tersebut. Kecelakaan ini murni karena unsure kelalaian atau 
ketidakhati-hatian atau kecerobah terdakwa. Umumnya para pakar hukum 
sependapat bahwa kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan 
dari kesengajaan. Itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap 
pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan.
8
 
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Perkara No. 
10/Pid.sus/2015/Pn.Byl tentang Kecelakaan Lalu Lintas yang 
Mengakibatkan Kematian  
Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan 
seseorang akibat perbuatannya atau tidak adanya perbuatan yang 
dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui  maksud-
maksud dan akibat-akibat dari perbuatan itu.
9
 
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya 
pertanggungjawaban dalam kesalahan,
10
 yaitu: 
1. Adanya perbuatan pidana 
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab 
                                                             
       
8
 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 25. 
        
9
 Topo Santoso,  Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 
hlm. 136. 
       
10
 Moeljatno,  Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 164. 
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3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau 
kealpaan 
4. Tidak adanya alasan pemaaf 
Berdasarkan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 
kematian di Pengadilan Negeri Boyolali Tahun 2014 putusan No. 
10/Pid.Sus/2015, kasus tersebut terdakwa tetap mempertangungjawabkan 
perbuatannya karena memenuhi unsur-unsur yang menentukan adanya 
pertanggungjawaban dan tidak adanya bukti adanya alasan pemaaf. Pada 
dasarnya perkara ini terdakwa ceroboh atau kurang kehati-hatian dalam 
mengemudikan kendaraannya. Kecelakaan ini termasuk kecelakaan yang berat 
dimana kecelakaan yang terdakwa timbulkan adalah mengakibatkan hilangnya 
nyawa korban. 
Seseorang yang mengakibatkan kematian/ hilangnya nyawa orang lain 
dalam hukum pidana Islam adalah pembunuhan. Seperti Abdul Qadir ‘Audah 
mengemukakan : 
ٍََحْنا ِهِب ُلِوُسَت ِداَبَعْنا ٍَ ِي ٌمِعِف َىُه ُمِتَمْنَا ٍّ ِيَدَأ ٍحِوُر ُقاَهِزِأ ُهََأ ِيَأ ُة ا
ِمِعِفِب 
 َرَجَأ ٍّ ِيَدَأ  
“pembunuhan adalah perbuatan seorang manusia yang menghilangkan 
kehidupan yakni menghilangkan nyawa seseorang dengan sebab perbuatan 
orang lain”.11 
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Ahmad Wardi Muslich, Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 30 
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Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa untuk bisa 
dianggap sebagai pembunuhan harus di penuhi tiga unsur:
12
 
1. Adanya perbuatan manusia 
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa manusia 
3. Perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum 
Perbuatan manusia yang mengakibatkan kematian, yang menjadi 
unsur tindak pidana pembunuhan, tidak terbatas kepada satu jenis perbuatan 
saja. Perbuatan tersebut juga bisa berupa penembakan, pemukulan, 
penusukan dan lain-lain. Alat yang digunakan juga bermacam-macam. 
Demikian pula caranya juga bisa bermacam-macam. 
Dalam Al-Qur’an larangan membunuh dan memerintahkan agar 
melindungi kehidupan manusia. Dalam surat Al-An’am (6) ayat 151 telah 
berfirman pula: 
ِكَحْناِب لاِإ ُهََّهنا َوََّرَح ًِتََّنا َسْفََُّنا اىُهُتْمَت لاَو... 
 “Dan janganlah kamu memebunuh jiwa yang yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”13 
 
Pembunuhan dalam syariat Islam menuru Jumhur ulama ada 3 macam 
yaitu:  
1. Pembunuhan sengaja  متمنا)دًعنا )  
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Ibid. 
       
13
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Pustaka Agung, 
2016), hlm.199. 
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Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang dengan tujuan untuk mmebunuh orang lain dengan 
menggunakan alat ya dipandang layak untuk membunuh. 
14
  Unsur 
pembunuhan sengaja diantaranya yaitu korban adalah orang hidup, 
perbuatan si pelaku yang emngakibatkan kematian korban, ada niat bagi 
si pelaku menghilangkan nyawa korban.
15
 
2. Pembunhan semi sengaja (دًعنا هبش متمنا) 
Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja 
dilakukan kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Unsur-unsur 
pembunuhan ini diantaranya adanya perbuatan dari pelakuyang 
menakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalammelakukan 
perbuatan, kematian adalah akibat perbuatan dari pelaku. 
16
 
3. Pembunuhan karena kesalahan (أطلخا متمنا) 
Yaitu pembunuhan karena kesalahan dalam berbuat sesuatu yang 
mengakibatkan seseorang. Unsur-unsur dari pembunhan bersalah yaitu 
adanya perbuatan yang mengakbatkan korban, perbuatan tersebut karena 
kekeliruan, antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab 
akibat.
17
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 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 24.  
       
15
 Ibid.., hlm 128.  
       
16
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 142. 
       
17
 Mustofa Hasan dan Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, (Bandung: CV. 
Pustaka Setia, 2013) 
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Dalam pandangan hukum pidana Islam mengenai pertangungjawaban 
kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian yang terdapat dalam 
perkara No. 10/Pid.sus/2010/Pn. Byl yang dalam kasus ini mengakibatkan 1 
korban yang kehilangan nyawanya seperti halnya yang tercantum dalam 
pasal 310 ayat 4, penulis berpendapat bahwa dalam hukum Pidana Islam 
perkara ini termasuk jari>mah yang tidak sengaja, yaitu jari>mah dimana 
pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau 
perbuatan tersebut bukan karena kehendaknya tetapi karena kesalahannya. 
Unsur niat dalam setiap perbuatan harus dipertimbangkan, karena manusia 
tempat salah dan lupa. Adakalanya niat manusia berniat buruk dan 
adakalanya berniat baik. 
Terdapat dua macam ketidak sengajaan atau kekeliruan yaitu : 
1. Pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan tetapi jarimah akibat 
perbuatannya itu sama sekali tidak diniatkan, seperti orang menembak 
binatang buruan tetapi mengenai manusia. 
2. Pelaku tidak sengaja berbuat dan jari>mah yang terjadi tidak 
diniatkannya sama sekali seperti orang yang sedang tidur dan mengenai 
orang lain. 
Dalam perkara No. 10/pid.sus/2015/PN.Byl tentang kecelakaan lalu 
lintas yang mengakibatkan kematian termasuk jenis kekeliruan yang nomer 
2. Karena dalam perkara ini terdakwa tidak berniat sama sekali untuk 
membunuh korban. Perbuatan terdakwa akibat dari kelalaian atau 
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kecerobohannya sendiri sehingga mengakibatkan korban kehilangan 
nyawanya. 
Dalam jenis  pembunuhan karena kesalahan (Al-Qatl al khat{a’) 
terdapat juga 3 jeni kemungkinan, yaitu :
18
 
1. Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan 
tanpa ada maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan 
kematian seseorang. Kesalahan seperti ini disebut salah dalam 
perbuatan (error in concrito) 
2. Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat 
membunuh seseorang yang dalam persangkanya boleh dibunuh, namun 
ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Kesalahan ini disebut salah 
dalam maksud (error in objecto) 
3. Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat 
kelalaiannya dapat menimbulkan kematian. 
Untuk masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain 
meninggal dunia termasuk dalam pembunuhan karena kesalahan atau tidak 
sengaja (Al-Qatl alkhat{a’). Ada 3 unsur yang harus dipenuhi untuk sutau 
perbuatan yang bisa di katakan dalam kategori pembunuhan karena 
kesalahan/ketidaksengajaan/kekeliruan, yaitu : 
1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan korban 
2. Perbuatan tersebut karena kekeliruan 
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 H.A. Dzajuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hlm. 123.  
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3. Antara perbuatan kekeliruan dan kematian terdapat hubungan sebab 
akibat.
19
 
Dalam pandangan hukum pidana Islam perkara No. 
10/Pid.Sus/2015/Pn.Byl memenuhi ketiga unsur tersebut. Unsur yang 
pertama dibuktikan dengan terdakwa sebagai pengemudi mengakibatkan 
kecelakaan yang memakan korban. Unsur yang kedua dan ketiga 
dibuktikan dengan terdakwa sebagai pengemudi kurang berhati-hati atau 
karena kecerobohannya dalam mengendarai kendaraannya sehingga 
menabrak pengemudi lainnya (korban) sehingga luka-luka yang tidak 
dapat dikesampingkan dengan kematiannya. 
Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad mensyaratkan alat untuk 
membunuh yaitu alat yang bisa digunakan untuk membunuh, sekalipun 
tidak melukai. Alat yang digunakan untuk membunuh itu ada tiga macam 
yaitu :
20
 
1. Alat yang umumnya dan secara tabiatnya dapat digunakan untuk 
membunuh seperti pedang, tombak, dan sebagainya. 
2. Alat yang kadang-kadang digunakan untuk membunuh, sehingga 
jarang mengakibatkan kematian seperti cambuk, tongkat. 
3. Alat yang jarang mengakibatkan kematian pada tabiatnya, seperti 
menggunakan tangan kosong. 
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 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam.., hlm 28 
       
20
 H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah.., hlm. 129 
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Dari sisi ini jika alat yang digunakan berupa alat dari jenis ketiga, 
maka pembunuhnya dapat dikategorikan sebagai pembunhan kesalahan.
21
 
Menurut penulis dalam putusan No. 10/Pid.Sus/2015/Pn. Byl tersebut 
alat yang digunakan untuk membunuh korban adalah alat yang jarang 
mengakibatkan kematian pada tabiatnya. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas 
ini terdakwa mengendarai mobil yang pada umumnya adalah alat transportasi 
bukan alat yang tabiatnya bisa untuk membunuh. 
Sanksi hukum untuk pembunuhan karena kesalahan/tidak disengaja 
dalam hukum pidana Islam dijelaskan dalam al-Qur’an surat An-Nisa ayat 92 
yaitu : 
 ًأَطَخ اَّنِإ اُِّيِؤُي َمُتْمٌَ ٌْ َأ ٍ ِيِؤًُ ِن ٌَ اَك اَيَوج  ٌتٌَِدَو ٍتَُِي ِؤُي ٍتَبَلَر ُرٌِرِحَتَف ًأَطَخ اُِّيِؤُي َمَتَل ٍِ َيَو
 ِهِهِهَأ ٰىَنِإ ٌتًَ َّهَسُياىُلَّدَّصٌَ ٌْ َأ اَّنِإ  ۚ ٍتَُِيِؤُيٍتَبَلَرُرٌِرِحَتَفُِْيِؤُيَىُهَىًِ ُكَنٍّوُدَعٍيِىَمًُِِ َاَكَِِئَف  ۚ 
ٍتَُِيِؤُيٍتَبَلَرُرٌِرِحَتَىِهِهِهَأٰىَنِإٌتًَ َّهَسُيٌتٌَِدَفٌلاَثًٍِ ًِ ُهٍََُِبَىًِ ُكٍََُِبٍيِىَمًُِِ َاَكَِِإَو  ۚ  ُواٍَِصَف ِدِجًٍَِ َهًَُِ َف
ٍِ ٌَِرِهَش  ِهَّهنا ٍَ ِي ًتَبِىَت ٍِ ٍَِعِباَتَتُي  ۚ اًّ ٍِكَحاًّ ٍِهَعُهَّهناَاَكَو  
 
Artinya : Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin 
(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa 
membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan 
seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan 
kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga 
terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada 
perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si 
pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si 
terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa 
yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua 
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 Ibid.. hlm. 130 
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bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
22
 
 
Menurut keterangan ayat diatas bahwa sanksi pokok pembunuhan 
karena kesalahan adalah diyat dan kafarah. Diyat adalah bentuk ganti rugi 
untuk keluarga korban sedangkan kafarah adalah pemebasan budak muslim. 
Sedangkan jika si pembunuh tidak menemukan budak, maka kewajibannya 
adalah puasa berturut-turut.  
Disamping hukuman pokok dan pengganti tersebut, untuk pidana 
pembunuhan karena kesalahan, juga ada hukuman tambahan yaitu 
pencabutan hak waris dan wasiat.
23
 Ketentuan hukuman pembunuhan karena 
kesalahan adalah sebagai berikut : 
a. Diyat 
Kewajiban bagi pembunuhan tidak sengaja adalah diyat 
mukhaffafah dan kafarah. Adapun pengertian diyat adalah harta yang 
diwajibkan atas kejahatan terhadap jiwa atau yang semakna dengannya. 
Hukuman diyat yang diberlakukan untuk pelaku pembunuhan 
karena tersalah ini adalah diyat mukhaffah, yang komposisinya adalah : 
1) 20 ekor unta betina (umur 1 – 2 tahun) 
2) 20 ekor unta ibnu makhdah (unta jantan umur 1-2 thun) menurut 
Hanafiayah dan Hanabilah, atau 20 ekor unta bintu labun (unta jantan 
umur 2-3 tahun, menurut Malikiyah dan Syafi’iyah. 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Pustaka Agung 
Harapan, 2016), hlm.121. 
       
23
Ahmad WardiMuslich, Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif…,Hlm 60. 
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3) 20 eko unta bintu labun ( unta betina umur 2-3 tahun) 
4) 20 ekor unta hiqqah (unta umur 3-4 tahun) 
5) 20 ekor unta jadza’ah (umur 4-5 tahun) 
Diyat Mukhaffafah tidak dibebankan kepada pelakunya, melainkan 
kepada keluarganya, tetapi diangsur selama tiga tahun.
24
 
b. Kafarah 
Kafarah yaitu membebaskan hambaasasas mukmin, namun 
apabila tidak ada maka pengantinya dalah berpuasa selama dua bulan 
berturut-turut. Alalah Ta’ala berfirman diayat yang sama yang artinya : 
 ٍَ َِّي ًتَب ِىَت ٍِ ٍَِعِب اَتَتُي ٍِ ٌِ َرِهَش ُو اٍَِصَف ِدِجٌَ ِىَّن ٍِ ًَ َف
ِللهاىهل  
“maka barangsiapa yang idak memperolehnya, (hendaklah ia) berpuasa 
dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah “ Qs. An-
Nisa ayat 92. 
 
Di samping sebagai hukuman, kafarah juga merupakan ibadah. 
Oleh karena itu, hukuman ini dibebankan sepenuhnya kepada harta 
pelaku dan tidak boleh dibantu orang lain. 
c. Hukuman pengganti 
Apabila hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan karena suatu 
sebab, maka hukuman pengganti untuk diyat adalah ta’zi>r. Tetapi para 
                                                             
       
24
Ahmad Azhar Basyir, Ikhtisar Fikih Jinayat (HukumPidana Islam, (Yogyakarta: UII Press, 
2001), hlm. 31  
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fuqaha sepakat untuk tidak memberlakukan hukuman ta’zi>r dalam 
pembunuhan karena kesalahan.
25
 
Sedangkan sebagai pengganti kafarah adalah puasa dua bulan 
berturut-turut sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 92.  
d. Hukuman tambahan 
Disamping hukuman pokok dan hukuman pengganti tersebut, 
untuk tindak pidana pembunuhan juga ada hukuman tambahan. Menurut 
jumhur ulama bahwa pembunuhan yang menghalangi hak tanpa hak yang 
dilakukan oleh orang baligh dan berakal, baik sengaja maupun karena 
kekeliruan.Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, pembunuhan yang 
terjadi penghalang warisan atau wasiat adalah pembunuhan sengaja, 
termasuk menyerupai sengaja yang dikenal oleh jumhur ulama. Dengan 
demikian, pembunuhan karena kesalahan tidak menghapuskan hak waris 
dan wasiat.
26
 
Menurut penulis dalam putusan No. 10/pid.sus/2015/Pn.Byl 
karena terdakwa (Catur Sigit Ngadianto) beragama Islam maka terdakwa 
dapat dihukum dengan hokum Pidana Islam. Perbuatan terdakwa 
dipertanggungjawabkan dengan hukuman pembunuhan karena kesalahan 
dalam hukum Islam yaitu dengan hukuman Diyat yang diperingan. 
                                                             
       
25
 Ibid 
       
26
Ahmad WardiMuslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2004), hlm. 157. 
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Selain itu, putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara kecelakaan 
lalu lintas No. 10/Pid.sus/2015/Pn.Byl meskipun jika dilihat dari sudut 
pandang hukum Pidana Islam dirasa kurang karena dalam putusan tersebut 
tidak menjatuhkan hukuman ganti rugi, padahal jika ganti rugi diterapkan 
pasti akan memberikan efek jera untuk pelaku, karena ketika pengemudi 
akan mengendarai kendaraannya maka ia akan lebih berhati-hati. Pada 
zaman sekarang pemberian ganti rugi bisa dilakukan dengan memberikan 
materi sesuai dengan atas perbuatannya. Ganti rugi juga bentuk dari 
tanggungjawab pelaku terhadap korban.  
Dengandemikian,membayardiyat atau ganti rugi juga dimaksudkan 
untuk melindungi keselamatan jiwa seseorang jangan sampai terampas 
oleh orang yang tidak berhati-hati dalam tindakannya. Dan dilain pihak 
juga dimaksudkan untuk mendidik masyarakat agar selalu berhitung dalam 
tindakannya, jangan sampai berakibat merugikan orang lain, lebih-lebih 
sampai berakibat kematian. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 
kematian dalam perkara Putusan No. 10/Pid.Sus/2015/Pn.Byl adalah sapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa terbukti 
melakukan kesalahan dan melawan hukum sesuai  Pasal 310 ayat 4 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. Untuk hukuman yang dirasa rendah, hal itu diambil berdasarkan 
fakta – fakta dipersidangan, pertimbangan Hakim dan unsure dari 
perbuatan terdakwa yaitu murni karena kelalaian. 
2. Pandangan hokum pidana Islam mengenai perkara Putusan No. 
10/Pid.sus/2015/Pn. Byl tentang kecelakaan lalu lintas yang 
mengakibatkan kematian ini termasuk Jari>mah tidak sengaja / kekeliruan 
dan termasuk Jari>mah pembunuhan karena kesalahan (Qatl al khat{a). 
Perbuatan tersebut dilakukan karena bukan kehendak pelaku dan tidak ada 
niat sebelumnya dan perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa 
orang lain. Sehingga hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah diyat 
mukhafafah yang dibayarkan kepada keluarga korban dalam bentuk materi 
setara dengan yang sudah ditentukan dari ketentuan diyat mukhafafah. 
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B. Saran  
1. Kecelakaan lalu lintas sudah sering terjadi dikalangan masyarakat yang 
disebabkan oleh kelalaian pengendara. Sehingga pengendara kendaraan 
apapun diharapkan lebih hati-hati dalam mengendarai kendaraannya. 
Adanya peraturan dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan 
angkutan jalan, diharapakan dapat menyadarkan masyarakat akan 
pentingnya menaati aturan yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk 
menjaga keslamatan saat di jalan raya. 
2. Dalam menjatuhkan sanksi Majelis hakim hendaknya memberikan 
sanksi yang lebih berat dan memeberikan efek jera bagi pelaku 
sehingga jika berkendara akan lebih berhati-hati lagi. 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
P  U  T  U  S  A  N
Nomor: 10/Pid.Sus/2015/PN Byl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
---------Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara-perkara Pidana 
dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama telah 
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :------
Nama
Tempat 
lahir
Umur/
tanggal 
lahir
Jenis 
kelamin
Kebang
saan
Tempat 
tinggal
Agama
Pekerja
an
Pendidi
kan
:
:
:
:
:
:
:
:
:
CATUR SIGIT NGADIANTO Bin RASIDI ;--------
Grobogan ;-------------------------------------------------
22 tahun/2 Pebruari 1992 ;-----------------------------
Laki-laki ;----------------------------------------------------
Indonesia ;--------------------------------------------------
Dk. Taruman RT. 02 RW. 01 Ds. Taruman Kec. Klambu Kab. 
Grobogan ;-------------------------------
Islam ;-------------------------------------------------------
Wiraswasta ;-----------------------------------------------
SMK ;--------------------------------------------------------
Hal. 1 dari 22 Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2015/PN Byl
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa ditahan oleh :-------------------------------------------------------------------------
1. Penyidik, sejak tanggal 19 Nopember 2014 s/d 8 Desember 2014 ;--------
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2014 s/d 17 
Januari 2015 ;-----------------------------------------------------------------------------
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d 3 Pebruari 2015 ;----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d 19 
Pebruari 2015 ;----------------------------------------------------------------------------
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Pebruari 2015 
s/d 20 April 2015 ;------------------------------------------------------------------------
---------Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;----------------------------------
Pengadilan Negeri tersebut ;-------------------------------------------------------------------
---------Telah membaca :-------------------------------------------------------------------------
• Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali tentang penunjukan 
Majelis Hakim ;----------------------------------------------------------------------------
• Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;----------
• Berkas perkara yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya ;---------
---------Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ; 
---------Telah melihat dan memeriksa surat bukti dan barang bukti yang diajukan 
di persidangan ;------------------------------------------------------------------------
---------Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokokya: 
--------------------------------------------------------------------------------------------
1. Menyatakan terdakwa CATUR SIGIT NGADIANTO Bin RASIDI terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya 
mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan 
lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dan 
diancam dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalulintas dan Angkutan Jalan ;------------------------------------------------------
2
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa CATUR SIGIT NGADIANTO Bin 
RASIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan 
dikurangi selama terdakwa ditahan ;------------------------------------------------
3. Barang bukti berupa :-------------------------------------------------------------------
• 1 (satu) unit KBM Daihatsu No. Pol K-9455-HF Noka: 
MHKV1BA1JDK033308 Nosin: MC83986 dan 1 (satu) lembar 
STNK KBM Daihatsu No. Pol K-9455-HF, STNK an. SUROSO 
alamat Dk. Klengki RT. 02 RW. 06 Ds. Taruman Kec. Klambu 
Kab. Grobogan Type F651RV-GMRFJ (4X2) M/T tahun 
pembuatan 2013, isi silinder 1298 CC, warna putih berlaku sampai 
dengan tanggal 08-01-2019 dikembalikan kepada saksi SUROSO 
Bin JAMIIN ;-------------------------
• 1 (satu) lembar SIM B1 an. CATUR SIGIT NGADIANTO Nosin; 
92014350294 dikemblikan kepada 
terdakwa ;--------------------------------
• 1 (satu) unit SPM Honda Supra Nopol. AD-2042-KW Noka: 
MH1JB91E3050934, 1 (satu) lembar STNK an. SRIYANTI alamat: 
Duwet RT. 18/08 Kel. Andong Kec. Andong Kab. Boyolali type 
NF125TR, tahun pembuatan 2012, isi silinder 125CC, warna hitam 
berlaku notis s/d 16-07-2015 dan SIM C an. EKOWATI INDAH 
APRILIANITA, NOSIN: 960414440286 berlaku s/d 24-04-2019 
dikembalikan kepada orang tua korban THORIKHUL 
ANAM ;------------
4. Membebankan biaya perkara kepada sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu 
rupiah) ; ------------------------------------------------------------------------------------
---------Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada 
pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seringan-
ringannya dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak 
akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari, Terdakwa merupakan tulang 
punggung keluarga ;------------------------------------------------------------------------------
 ---------Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan 
Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya demikian pula 
terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannnya ;------------------------------------
Hal. 3 dari 22 Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2015/PN Byl
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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---------Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan 
yang pada pokoknya sebagai berikut :-------------------------------------------------------
---------Bahwa ia terdakwa CATUR SIGIT NGADIANTO bin RASIDI pada 
hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar jam 12.00 wib atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidak-
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di jalan umum 
Andong-Simo tepatnya di Dk. Jaten RT. 05 RW. 03 Ds. Mojo Kec. Andong 
Kab. Boyolali atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, mengemudikan 
kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan 
lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan 
dengan cara sebagai berikut :----------------
Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 
09.00 WIB terdakwa bermaksud untuk pergi berwisata ke Jogjakarta 
bersama teman terdakwa saksi Darwati, kemudian terdakwa meminjam 
mobil rental jenis KBM Daihatsu Xenia Nopol : K-9455-HF warna putih milik 
saksi Suroso bin Jaimin, selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah 
terdakwa di Grobogan dengan mengemudikan KBM Daihatsu Xenia Nopol: 
K-9455-HF dari Grobogan kearah Jogjakarta melewati jalan umum 
Andong-Simo berjalan dari arah utara ke selatan kemudian saat sampai di 
jalan umum Andong-Simo tepatnya di Dk. Jaten RT. 05 RW. 03 Ds. Mojo 
Kec. Andong Kab. Boyolali dengan kondisi jalan bergelombang dari arah 
berlawanan ada KBM Avanza warna putih melintas dan setelah itu 
terdakwa merasakan pandangan matanya gelap dan hilang konsentrasi 
serta terdakwa tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan 
sehingga KBM Daihatsu Xenia Nopol: K-9455-HF yang dikendarai 
terdakwa oleng jauh ke kanan melewati batas marka tengah jalan 
kemudian kecelakaaan lalu lintas tidak dapat dihindari karena dari lawan 
arah ada sepeda motor Honda Nopol: AD-2042-KW yang dikendarai oleh 
Sdri. Ekowati Indah Aprilanita (korban) sehingga body depan/bemper 
depan KBM Daihatsu Xenia Nopol: K-9455-HF membentur bagian depan 
sepeda motor Honda Nopol: AD-2042-KW yang berakibat pengendara 
sepeda motor jatuh ke jalan dengan letak titik benturan di Tempat Kejadian 
(TKP) berada di jalur jalan dari arah Simo-Andong sedang KBM Daihatsu 
Xenia berada di parit sebelah barat bagian depan menghadap kearah timur 
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agar serong utara, sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian depan 
ringsek, skok depan bengkok, slebor depan pecah, Kbm Daihatsu Xenia 
mengalami kerusakan pada bagian depan ringsek, kaca depan pecah, bodi 
kiri penyok, kap atas penyok, selanjutnya Sdri. Ekowati Indah Aprilanita 
dibawa ke rumah sakit dan akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda 
motor Sdri. Ekowati Indah Aprilianita mengalami keluar darah dari lubang 
telinga, mulut dan hidung, luka lecet dan memar di pinggul kiri dan dengan 
kesimpulan luka-luka tersebut diatas akibat trauma yang hebat, luka-luka 
tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan kematian korban 
sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 30/V.RSUI YAKSSI/XI/2014 
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Arwani Amin, dokter pada 
Rumah Sakit Umum Islam “YAKSSI” Gemolong pada hari Jumat tanggal 
24 Oktober 2014 Jam 12.50 WIB;----------------------
---------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;--------------------------------------
---------Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa 
menyatakan tidak keberatan ;------------------------------------------------------------------
---------Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan 
saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :----------------------------------------------
1. Saksi KHOLIS Bin MURIJO, di bawah sumpah menerangkan yang 
pada pokoknya sebagai 
berikut :----------------------------------------------------------------
• Bahwa pada hari pada hari Jum’at, tanggal 24 Oktober 2014, sekitar 
jam 12.00 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum Andong-
Simo tepatnya di Dukuh Jaten, Desa Mojo, Kecamatan Andong, 
Kabupaten 
Boyolali ;-------------------------------------------------------------------------------
-----
• Bahwa Kecelakaan tersebut antara mobil Daihatsu No. Pol. K-9455-
HF dengan sepeda motor Honda No. Pol. AD-2042-
KW ;--------------------------
• Bahwa pada saat kejadian saksi berada di bengkel bersama dengan 
saksi SAMSUL BAHTIAR sedang memperbaiki sepeda motor 
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pelanggan yang berjarak kira-kira 20 (dua puluh) meter dari tempat 
kejadian, dan saksi mendengar suara benturan keras akibat dari 
kecelakaan lalu 
lintas;-----------------------------------------------------------------------------------
-----
• Bahwa saksi bersama dengan saksi SAMSUL BAHTIAR menuju 
tempat kejadian untuk memberikan pertolongan korban pengendara 
sepeda motor seorang 
wanita ;------------------------------------------------------------------
• Bahwa mobil dari arah utara ke selatan (Andong-Simo) dan sepeda 
motor dari arah yang 
berlawanan ;---------------------------------------------------
• Bahwa korban pengendara sepeda motor berada di parit sekitar 6 
(enam) meter dari sepeda motor, dan mobil juga masuk parit sekitar 
3 (tiga) meter dari sepeda 
motor ;------------------------------------------------------
• Bahwa kondisi korban, pada hidung dan mulut keluar darah, kondisi 
tidak 
sadar ;--------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa korban mengenakan 
helm ;--------------------------------------------------
• Bahwa pengemudi mobil tersebut adalah 
terdakwa ;---------------------------
• Bahwa kemudian korban dibawa dengan mobil ke Rumah Sakit di 
Gemolong ;---------------------------------------------------------------------------
------
• Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian beraspal lurus, dari arah 
utara ke selatan kondisi jalan menurun dan bergelombang kira-kira 
sepanjang 3 (tiga) meter, jalan dibagi dua jalur tanpa marka, pada 
saat kejadian jalan sepi dan pandangan 
luas ;-------------------------------------------------------------
• Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di 
persidangan ;
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---------Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar 
dan tidak keberatan ;------------------------------------------------------------------------
2. Saksi SAMSUL BAHTIAR Bin SUMIRAN, di bawah sumpah 
menerangkan yang pada pokoknya sebagai 
berikut :------------------------------
• Bahwa pada hari pada hari Jum’at, tanggal 24 Oktober 2014, sekitar 
jam 12.00 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum Andong-
Simo tepatnya di Dukuh Jaten, Desa Mojo, Kecamatan Andong, 
Kabupaten 
Boyolali ;-------------------------------------------------------------------------------
-----
• Bahwa Kecelakaan tersebut antara mobil Daihatsu No. Pol. K-9455-
HF dengan sepeda motor Honda No. Pol. AD-2042-
KW ;--------------------------
• Bahwa pada saat kejadian saksi berada di bengkel bersama dengan 
saksi KHOLIS sedang memperbaiki sepeda motor pelanggan yang 
berjarak kira-kira 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian, dan 
saksi mendengar suara benturan keras akibat dari kecelakaan lalu 
lintas;-------
• Bahwa saksi bersama dengan saksi KHOLIS menuju tempat 
kejadian untuk memberikan pertolongan korban pengendara sepeda 
motor seorang 
wanita ;--------------------------------------------------------------------------
• Bahwa mobil dari arah utara ke selatan (Andong-Simo) dan sepeda 
motor dari arah yang 
berlawanan ;---------------------------------------------------
• Bahwa korban pengendara sepeda motor berada di parit sekitar 6 
(enam) meter dari sepeda motor, dan mobil juga masuk parit sekitar 
3 (tiga) meter dari sepeda 
motor ;------------------------------------------------------
• Bahwa kondisi korban, pada hidung dan mulut keluar darah, kondisi 
tidak 
sadar ;--------------------------------------------------------------------------------
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• Bahwa korban mengenakan 
helm ;--------------------------------------------------
• Bahwa pengemudi mobil tersebut adalah 
terdakwa ;---------------------------
• Bahwa kemudian korban dibawa dengan mobil ke Rumah Sakit di 
Gemolong ;---------------------------------------------------------------------------
------
• Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian beraspal lurus, dari arah 
utara ke selatan kondisi jalan menurun dan bergelombang kira-kira 
sepanjang 3 (tiga) meter, jalan dibagi dua jalur tanpa marka, pada 
saat kejadian jalan sepi dan pandangan 
luas ;-------------------------------------------------------------
• Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di 
persidangan ;
---------Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar 
dan tidak keberatan ;------------------------------------------------------------------------
3. Saksi THORIKUL ANAM Bin ASHURI, di bawah sumpah menerangkan 
yang pada pokoknya sebagai 
berikut :-------------------------------------------------
• Bahwa pada hari Jum’at tanggal 24 Oktober 2014 seseorang yang 
datang ke rumah saksi dengan membawa tas milik anak saksi dan 
memberitahu kalau anak saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dan 
dibawa ke Rumah Sakit YAKSSI 
Gemolong ;-------------------------------------
• Bahwa anak saksi bernama EKOWATI INDAH 
APRILIANITA ;--------------
• Bahwa pada saat saksi sampai di Rumah Sakit YAKSSI, EKOWATI 
INDAH APRILIANITA telah meninggal 
dunia ;------------------------------------
• Bahwa saksi melihat luka pada EKOWATI INDAH APRILIANITA, 
pelipis dan mata memar, pinggang sebelah kiri robek, telinga kanan 
dan kiri keluar darah, mulut keluar 
darah ;---------------------------------------------------
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• Bahwa kemudian jenazah dibawa pulang sekitar jam 14.00 WIB, dan 
pukul 19.00 WIB 
dimakamkan ;------------------------------------------------------
• Bahwa keluarga dan kerabat terdakwa pernah datang ke rumah 
saksi 3 (tiga) kali dan keluarga terdakwa memberikan bantuan Rp. 
3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 
sembako ;------------------------------------------------------
• Bahwa keluarga terdakwa pernah datang untuk melakukan 
perdamaian, tetapi saksi tidak 
bersedia ;------------------------------------------------------------
---------Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar 
dan tidak keberatan ;------------------------------------------------------------------------
4. Saksi SUROSO Bin JAMIIN, di bawah sumpah menerangkan yang 
pada pokoknya sebagai 
berikut :----------------------------------------------------------------
• Bahwa pada pada hari Jum’at, tanggal 24 Oktober 2014, sekitar jam 
12.00 WIB terdakwa menelepon saksi memberitahukan bahwa kaca 
depan mobil 
pecah ;---------------------------------------------------------------------
• Bahwa mobil tersebut milik saksi dan disewa terdakwa selama 1 
(satu) hari dengan harga Rp. 
300.000,- ;---------------------------------------------------
• Bahwa setelah mendatangi tempat kejadia ternyata bagian depan 
ringsek, kaca depan dan belakang pecah, body kiri dan kap atas 
penyok;--------------------------------------------------------------------------------
------
• Bahwa harga mobil tersebut Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh 
dua juta rupiah) dan saksi beli secara kredit, dengan  setiap  
bulannya Rp. 3.000.000,-  (tiga juta rupiah) dan saksi saat masih 
mengangsur ;----------
• Bahwa sampai saat ini belum ada ganti rugi dari 
terdakwa ;------------------
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---------Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar 
dan tidak keberatan ;------------------------------------------------------------------------
---------Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan 
keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan, sebagai berikut :---------------
1. IHSANUDIN Bin 
MUJIMAN :-------------------------------------------------------------
• Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas di Dukuh Jaten 
RT.05/03, Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali 
pada Jum’at,tanggal 24 Oktober 2014, sekira jam 12.00 Wib, Saksi 
sedang Piket di kantor Satlantas Polres Boyolali, ditelepon oleh 
Anggota Polsek Andong yang memberitahukan kalau di wilayah 
Polsek Andong ada kecelakaan lalu 
lintas;-------------------------------------------------------------------
• Bahwa kemudian Saksi bersama Pemeriksa mendatangi tempat 
kejadian ;------------------------------------------------------------------------------
-----
• Bahwa laka lantas tersebut antara sepeda motor Honda  No. Pol 
AD-2042-KW dengan Kbm Daihatsu Xenia No. Pol. K-9455-
HF ;----------------
• Bahwa ditempat kejadian ada Daihatsu Xenia No. Pol. K-9455-HF 
berada di parit sebelah barat jalan bagian depan menghadap ke 
timur agak serong ke 
utara ;------------------------------------------------------------------
• Bahwa pengemudi Daihatsu Xenia mengantar pengendara sepeda 
motor ke Rumah sakit, untuk sepeda motor Honda No. Pol 
AD-2042-KW sudah dibawa ke Polsek 
Andong ;---------------------------------------------------
• Bahwa pengemudi dan penunmpang Kbm Daihatsu hanya 
mengelami 
lecet;------------------------------------------------------------------------------------
-----
• Bahwa akibat dari laka lantas tersebut, Kbm daihatsu mengalami 
kerusakan pada bagian depan ringsek, kaca depan pecah, body kiri 
penyok, kap atas penyok, sedangkan sepeda motor Honda bagian 
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depan ringsek, skok depan bengkok dan slebor depan 
pecah ;-------------
• Bahwa berdasarkan olah TKP, pada saat terjadi laka lantas siang 
hari sekitar jam 12.00 Wib, jalan lurus beraspal kering, jalan dari 
arah utara ke selatan (Andong-Simo), jalan menurun dan 
bergelombang, jalan dibagi dua jalur tidak ada marka jalan, arus lalin 
sepi, lebar jalan sekitar 4 meter, pandangan 
bebas ;-----------------------------------------------------------
• Bahwa gambar Sketsa yang dibuat sudah 
benar ;------------------------------
---------Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan 
tidak keberatan ;-----------------------------------------------------------------------------------
2. DARWATI Bin JASMAN 
(Alm) :--------------------------------------------------------
• Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri kejadian kecelakaan 
lalu lintas di Dukuh Jaten RT.05/03, Desa Mojo, Kecamatan 
Andong, Kabupaten Boyolali pada Jum’at, tanggal 24 Oktober 2014, 
sekira jam 12.00 
Wib ;---------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa laka lantas tersebut antara sepeda motor Honda  No. Pol 
AD-2042-KW dengan Kbm Daihatsu Xenia No. Pol. K-9455-HF ;
• Bahwa pada saat terjadi kecalakaan lalu lintas Saksi berada didalam 
Kbm Daihatsu No. Pol. K-9455-HF, duduk di sebelah kiri 
pengemudi ;----
• Bahwa pada saat terjadi kecalakaan lalu lintas, mobil yang Saksi 
tumpangi berisi 3 (tiga) orang, yaitu : pengemudi adalah terdakwa, 
Saksi dan anak Saksi yang duduk di jok 
tengah ;----------------------------------------
• Bahwa sebelum tejadi kecelakaan lalu lintas, mobil yang saksi 
tumpangi berjalan dari arah utara ke selatan (Andong-Simo), saat itu 
saksi sedang fokus bermain HP tiba-tiba Saksi merasakan mobil 
yang Saksi tumpangi oleng ke kanan menabrak sepeda moor Honda 
yang berjalan dari lawan arah, sepeda motor terseret masuk ke parit 
di sebelah barat jalan ;--------
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• Bahwa sebelum tejadi kecelakaan lalu lintas, terdakwa dalam 
kondisi fit, tidak ngantuk dan tidak ada pengaruh minuman keras ;
• Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas Spm Honda dan 
pengendaranya serta Kbm Daihatsu masuk ke  parit sebelah barat 
jalan;
• Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengemudi dan penumpang 
Kbm mengalami lecet-lecet sedangkan pengendara sepeda motor 
tidak 
sadar ;----------------------------------------------------------------------------------
-----
• Bahwa pada saat terjadi laka lantas siang hari, jalan lurus beraspal 
kering, jalan bergelombang, arus lalin sepi, pandangan 
bebas ;-------------
---------Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan 
tidak keberatan ;------------------------------------------------------------------------
---------Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa CATUR SIGIT 
NGADIANTO Bin RASIDI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya 
sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 24 Oktober 2014, sekira jam 12.00 
Wib, terjadi kecelakaan lalu-lintas di jalan umum Andong-Simo 
tepatnya di Dukuh Jaten RT.05/03, Desa Mojo, Kecamatan Andong, 
Kabupaten 
Boyolali ;-------------------------------------------------------------------------------
-----
• Bahwa terdakwa berangkat dari rumah kira-kira jam 11.00 Wib 
dengan mengendarai mobil Daihatsu bersama dengan Darwati dan 
anaknya dengan tujuan ke 
Yogyakarta;--------------------------------------------------------
• Bahwa sesampai di jalan umum Andong-Simo tepatnya di Dukuh 
Jaten RT.05/03, Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten 
Boyolali terdakwa dari arah utara ke selatan jalan menurun dan 
bergelombang, saya membunyikan klakson karena sudah tahu kalau 
dari arah berlawanan ada mobil Avanza dan sepeda motor Honda, 
setelah berpapasan dengan mobil Avanza putih mata saya gelap 
12
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dan tahu-tahu menabrak sepeda motor 
Honda ;----------------------------------------------------
• Bahwa terdakwa berusaha mengerem mobil, dan korban terpental 
jatuh ke 
parit;------------------------------------------------------------------------------------
--
• Bahwa jarak antara korban dengan sepeda motornya setelah 
kejadian kira-kira 4 (empat) meter dan jarak mobil dengan sepeda 
motor korban setelah kejadian kira-kira 2 (dua) 
meter ;-------------------------------------------
• Bahwa setelah mobil menabrak pengendara sepeda motor mobil 
berputar, bagian belakang masuk ke parit, posisi 
miring ;---------------------
• Bahwa akibat kejadian mobil rusak, bagian depan ringsek, kaca 
depan pecah, body kiri penyok, kap atas penyok, sedangkan sepeda 
motor Honda bagian depan ringsek, skok depan bengkok dan slebor 
depan 
pecah ;---------------------------------------------------------------------------------
-----
• Bahwa terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan 
mobil 50-60 km/jam, dan terdakwa melalui jalan tersebut baru 1 
(satu) 
kali ;-------------------------------------------------------------------------------------
-----
• Bahwa setelah itu terdakwa turun dari mobil untuk menolong Darwati 
dan anaknya keluar dari mobil, korban ditolong oleh warga dan saya 
juga ikut menolong korban mengantar ke Rumah sakit Yaksi 
Gemolong ;
• Bahwa mulut dan hidungkorban mengeluarkan 
darah ;------------------------
• Bahwa pada saat korban dibawa ke Rumah Sakit masih hidup tetapi 
tidak sadar, korban meninggal di Rumah 
Sakit ;---------------------------------
Hal. 13 dari 22 Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2015/PN Byl
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa ada bantuan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 
sembako ;-----------------------------------------------------------------------------
-----
• Bahwa mobil milik saksi SUROSO disewa terdakwa seharga Rp. 
300.000,- (tiga ratus ribu 
rupiah) ;----------------------------------------------------
• Bahwa terdakwa telah mempunyai SIM kira-kira 5 
tahunan ;-----------------
• Bahwa terdakwa membenarkan barang 
bukti ;-----------------------------------
---------Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa :---
• Visum Et Repertum Nomor : 30/V.RSUI YAKSSI/XI/2014, an 
EKOWATI INDAH APRILIANITA yang ditandatangani oleh dr. M. 
ARWANI AMIN  dr. Rumah Sakit Umum Islam YAKSSI Gemolong 
dengan hasi pemeriksaan keluar darah dari telinga, mulut dan 
hidung, luka lecet dan memar di pinggul kiri dengan kesimpulan 
luka-luka tersebut akibat trauma yang hebat, luka tersebut tidak 
dapat dikesampingkan sehubungan dengan kematian 
korban ;--------------------------------------------
---------Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:-- 
• 1 (satu) unit KBM Daihatsu No. Pol K-9455-HF Noka: 
MHKV1BA1JDK033308 Nosin: 
MC83986 ;----------------------------------------
• 1 (satu) lembar STNK KBM Daihatsu Nopol. K-9455-HF an. 
SUROSO alamat Dk. Klengki RT. 02 RW. 06 Ds. Taruman Kec. 
Klambu Kab. 
Grobogan ;----------------------------------------------------------------------------
-----
• 1 (satu) lembar SIM B1 an. CATUR SIGIT 
NGADIANTO ;--------------------
• 1 (satu) unit SPM Honda Supra Nopol. AD-2042-KW Noka: 
MH1JB91E3050934 ;--------------------------------------------------------------
------
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• 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra Nopol. AD-2042-KW an. 
SRIYANTI alamat: Duwet RT. 18/08 Kel. Andong Kec. Andong Kab. 
Boyolali ;-------------------------------------------------------------------------------
-----
• 1 (satu) lembar SIM C an. EKOWATI INDAH 
APRILIANITA ;----------------
barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan telah dibenarkan oleh saksi-
saksi dan terdakwa sehingga sebagai barang bukti yang sah dan berhubungan 
dengan perkara ini ;-------------------------------------------------------------------------------
---------Menimbang, bahwa segala sesuatu yang yang tercatat dalam Berita 
Acara Persidangan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut 
dipertimbangkan dalam putusan ini ;---------------------------------------------------------
---------Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan 
terdakwa dihubungkan dengan surat bukti dan bukti lain, ditemukan fakta-fakta 
hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :---------------------------------------------
• Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 24 Oktober 2014, sekira jam 12.00 
Wib, terjadi kecelakaan lalu-lintas di jalan umum Andong-Simo 
tepatnya di Dukuh Jaten RT.05/03, Desa Mojo, Kecamatan Andong, 
Kabupaten 
Boyolali ;-------------------------------------------------------------------------------
-----
• Bahwa terdakwa berangkat dari rumah kira-kira jam 11.00 Wib 
dengan mengendarai mobil Daihatsu No. Pol K-9455-
HF;-------------------------------
• Bahwa sesampai di jalan umum Andong-Simo tepatnya di Dukuh 
Jaten RT.05/03, Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten 
Boyolali terdakwa dari arah utara ke selatan jalan menurun dan 
bergelombang, sehingga mobil oleng ke kanan dan menabrak 
sepeda motor Honda Nopol. AD-2042-KW yang dikendarai oleh 
EKOWATI INDAH APRILIANITA dari arah yang berlawanan hingga 
terpental jatuh ke parit di sebelah barat 
jalan ;------------------------------------------------------------------
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• Bahwa EKOWATI INDAH APRILIANITA mengenakan helm dan 
memiliki SIM 
C ;--------------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa kemudian EKOWATI INDAH APRILIANITA dibawa ke 
Rumah Sakit YAKSSI dilakukan pemeriksaan oleh dr. M. ARWANI 
AMIN  dr. Rumah Sakit Umum Islam YAKSSI Gemolong dengan 
hasil pemeriksaan keluar darah dari telinga, mulut dan hidung, luka 
lecet dan memar di pinggul kiri dengan kesimpulan luka-luka 
tersebut akibat trauma yang hebat, luka tersebut tidak dapat 
dikesampingkan sehubungan dengan kematian 
korban ;--------------------------------------------
---------Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa :---
Visum Et Repertum Nomor : 30/V.RSUI YAKSSI/XI/2014, an EKOWATI INDAH 
APRILIANITA yang ditandatangani oleh dr. M. ARWANI AMIN dr. Rumah Sakit 
Umum Islam YAKSSI Gemolong dengan hasil pemeriksaan keluar darah dari 
telinga, mulut dan hidung, luka lecet dan memar di pinggul kiri dengan 
kesimpulan luka-luka tersebut akibat trauma yang hebat, luka tersebut tidak 
dapat dikesampingkan sehubungan dengan kematian korban ;----------------------
---------Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah perbuatan 
terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum ;-----------
---------Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dakwaan Pasal  
310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan 
Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :--------------------------------
1. Setiap Orang ;-----------------------------------------------------------------------------
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas  ;-----------------
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;------------------------------
1. Unsur Setiap 
Orang ;----------------------------------------------------------------------
----------Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah 
setiap orang yang melakukan tindak pidana, unsur ini dipertimbangkan 
agar tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subyek hokum yang 
diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh 
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Penuntut Umum, mengenai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan 
akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya ;---------------------------
----------Menimbang, bahwa sebagaiman surat dakwaan Penuntut Umum 
terdakwa dalam perkara ini adalah CATUR SIGIT NGADIANTO Bin 
RASIDI ;----------------------------------------------------------------------------------------
----------Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan mengaku bernama 
CATUR SIGIT NGADIANTO Bin RASIDI, dengan identitas yang pada 
pokoknya sama dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum, maka 
benar bahwa terdakwa tersebut yang dimaksud CATUR SIGIT 
NGADIANTO Bin RASIDI dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----------
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-------------------------------------
2. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu 
lintas  ;-------
---------Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah bagian dari 
kesalahan yaitu culpa (kealpaan) yaitu ketidaksengajaan yang disebabkan 
sembrono, kurang hati-hati, kurangnya perhitungan ;------------------------------
---------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan :----------
• Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 24 Oktober 2014, sekira jam 12.00 
Wib, terjadi kecelakaan lalu-lintas di jalan umum Andong-Simo 
tepatnya di Dukuh Jaten RT.05/03, Desa Mojo, Kecamatan Andong, 
Kabupaten 
Boyolali ;-------------------------------------------------------------------------------
-----
• Bahwa terdakwa berangkat dari rumah kira-kira jam 11.00 Wib 
dengan mengendarai mobil Daihatsu No. Pol K-9455-
HF;-------------------------------
• Bahwa sesampai di jalan umum Andong-Simo tepatnya di Dukuh 
Jaten RT.05/03, Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten 
Boyolali terdakwa dari arah utara ke selatan jalan menurun dan 
bergelombang, sehingga mobil oleng ke kanan dan menabrak 
sepeda motor Honda Nopol. AD-2042-KW yang dikendarai oleh 
EKOWATI INDAH APRILIANITA dari arah yang berlawanan hingga 
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terpental jatuh ke parit di sebelah barat 
jalan ;------------------------------------------------------------------
---------Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terdakwa 
mengendarai mobil menuju Yogyakarta, sesampai di jalan umum Andong-
Simo tepatnya di Dukuh Jaten RT.05/03, Desa Mojo, Kecamatan Andong, 
Kabupaten Boyolali terdakwa dari arah utara ke selatan jalan menurun dan 
bergelombang sehingga mobil oleng ke kanan, dikarenakan terdakwa tidak 
dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya, dengan demikian 
terdakwa dalam mengendarai mobil tersebut secara tidak hati-hati 
--------------------Menimbang, bahwa karena ketidakhatihatian terdakwa 
berakibat mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor 
Honda Nopol. AD-2042-KW yang dikendarai oleh EKOWATI INDAH 
APRILIANITA dari arah yang berlawanan hingga terpental jatuh ke parit di 
sebelah barat jalan, sehingga karena kelalain terdakwa telah menyebabkan 
kecelakaan lalu-
lintas ;-------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-------------------------------------
3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal 
dunia ;---------------------------
---------Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah 
matinya seseorang, atau hilangnya nyawa seseorang ;---------------------------
---------Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan :-------
• Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu-lintas tersebut kemudian 
EKOWATI INDAH APRILIANITA dibawa ke Rumah Sakit YAKSSI 
dilakukan pemeriksaan oleh dr. M. ARWANI AMIN dr. Rumah Sakit 
Umum Islam YAKSSI Gemolong dengan hasil pemeriksaan keluar 
darah dari telinga, mulut dan hidung, luka lecet dan memar di 
pinggul kiri dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat trauma 
yang hebat, luka tersebut tidak dapat dikesampingkan sehubungan 
dengan kematian 
korban ;--------------------------------------------------------------------------------
----- 
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---------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas jelas kecelakaan 
lalu-lintas tersebut mengakibatkan matinya EKOWATI INDAH 
APRILIANITA ;--------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-------------------------------------
---------Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut 
Umum tersebut telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU 
LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”;-----
---------Menimbang, bahwa di depan persidangan tidak ditemukan alasan-
alasan yang dapat menghapus sifat melawan hokum, baik alasan pembenar 
maupun pemaaf maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal 
dengan perbuatannya ;--------------------------------------------------------------------------
---------Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis Hakim 
perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang 
meringankan yang ada pada terdakwa :----------------------------------------------------
Hal-hal yang memberatkan :-------------------------------------------------------------------
• Perbuatan terdakwa yang mengakibatkan meninggalnya Korban ;---------
Hal-hal yang meringankan :--------------------------------------------------------------------
• Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-------------------------------
• Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya; 
---------Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penangkapan 
dan penahanan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;----
---------Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada 
terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani, dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka terdakwa 
haruslah untuk tetap berada dalam tahanan ;---------------------------------------------
---------Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :---------------------------
• 1 (satu) unit KBM Daihatsu No. Pol K-9455-HF Noka: 
MHKV1BA1JDK033308 Nosin: 
MC83986 ;------------------------------------
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• 1 (satu) lembar STNK KBM Daihatsu Nopol. K-9455-HF an. 
SUROSO alamat Dk. Klengki RT. 02 RW. 06 Ds. Taruman Kec. 
Klambu Kab. 
Grobogan ;----------------------------------------------------------------------------
--
oleh karena milik saksi SUROSO Bin JAMIIN maka dikembalikan kepada saksi 
SUROSO Bin JAMIIN ;---------------------------------------------------------------------------
• 1 (satu) lembar SIM B1 an. CATUR SIGIT 
NGADIANTO ;-----------------
oleh karena milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa ;------------------
• 1 (satu) unit SPM Honda Supra Nopol. AD-2042-KW Noka: 
MH1JB91E3050934 ;--------------------------------------------------------------
--
• 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra Nopol. AD-2042-KW an. 
SRIYANTI alamat: Duwet RT. 18/08 Kel. Andong Kec. Andong Kab. 
Boyolali ;-------------------------------------------------------------------------------
--
• 1 (satu) lembar SIM C an. EKOWATI INDAH 
APRILIANITA ;-------------
oleh karena milik EKOWATI INDAH APRILIANITA, maka dikembalikan kepada 
ahli warisnya saksi THORIKUL ANAM Bin ASHURI ;------------------------------------
---------Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i  jo 
Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka harus pula dibebani untuk membayar biaya 
perkara ;---------------------------------------------------------------------------------------------
---------Mengingat pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 
Kekuasan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan perkara ini ;-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ : M E N G A D I L I : -------------------------------
1. Menyatakan terdakwa CATUR SIGIT NGADIANTO Bin RASIDI telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
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“KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU 
LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL 
DUNIA” 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CATUR SIGIT NGADIANTO Bin 
RASIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) 
bulan; 
------------------------------------------------------------------------------------------
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan ;--------------------------------------------
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam 
tahanan ;-------------------
5. Memerintahkan barang bukti 
berupa :--------------------------------------------------
• 1 (satu) unit KBM Daihatsu No. Pol K-9455-HF Noka: 
MHKV1BA1JDK033308 Nosin: 
MC83986 ;------------------------------------
• 1 (satu) lembar STNK KBM Daihatsu Nopol. K-9455-HF an. 
SUROSO alamat Dk. Klengki RT. 02 RW. 06 Ds. Taruman Kec. 
Klambu Kab. 
Grobogan ;----------------------------------------------------------------------------
--
dikembalikan kepada saksi SUROSO Bin JAMIIN ;-----------------------------
• 1 (satu) lembar SIM B1 an. CATUR SIGIT 
NGADIANTO ;-----------------
dikembalikan kepada terdakwa ;------------------------------------------------------
• 1 (satu) unit SPM Honda Supra Nopol. AD-2042-KW Noka: 
MH1JB91E3050934 ;--------------------------------------------------------------
--
• 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra Nopol. AD-2042-KW an. 
SRIYANTI alamat: Duwet RT. 18/08 Kel. Andong Kec. Andong Kab. 
Boyolali ;-------------------------------------------------------------------------------
--
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• 1 (satu) lembar SIM C an. EKOWATI INDAH 
APRILIANITA ;-------------
dikembalikan kepada ahli warisnya saksi THORIKUL ANAM Bin 
ASHURI ;---------------------------------------------------------------------------------------
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu 
rupiah) ;----------------------------------------------------------
---------Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 oleh 
kami, MOCHAMAD ARIFIN, SH. M.Hum. Selaku Ketua Majelis, CATUR 
BAYU SULISTIYO, SH. dan EVI INSIYATI, SH. MH. Masing-masing sebagai 
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka 
untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015 itu juga oleh Hakim 
Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu 
oleh UTAMININGSIH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri 
Boyolali, dihadiri oleh INAYATUL KHOIRIYAH, SH. Jaksa Penuntut Umum 
pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan terdakwa ;------------------------------------------
     Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
1. CATUR BAYU SULISTIYO, SH. MOCHAMAD ARIFIN SH. M. Hum.
2. EVI INSIYATI, SH. MH.
Panitera Pengganti,
UTAMININGSIH, SH.
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